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Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SW1 atas tersusunnya
dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020-
2024. Penyusunan Dokumen Reviu Renstra dilakukan karena terbitnya Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 143 hKPA W20-A2/0T1.6/1X/2023
tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Revin Rencana Strategis Pengadilan
Agama Watampone Tahun 2020-2024.

Mengacu pada perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah
mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara
yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban  pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan, Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Reviu
Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja scliap instansi
pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah
ditetapkan organisasi.

Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020-2024 ini
telah melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Watampone dan
telah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan,
maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang discsuaikan dengan
kebutuhan dan isu-isu stratcgi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan
Pengadilan Agama Watampone, Semoga Reviu Rensira ini benar-benar bermanfaat untuk
mendukung tercapainya visi Pengadilan Agama Watampone vaitu “Ternujudnya
Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”.
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1.1 Kondisi Umum
Sespai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar MNegara Republik Indonesia
Ayat (2), Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh scbuah Mahkamah Agung Repablik
Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dulam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Perudilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,
Pengadilan Agama Watampons merupakan lingkungan Peradilan Agama di
bawah Mahkamah Apung Republik Indonesia schagai pelaksana  kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan puna menegikkan
hubkurm dan keadilan.
Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka
penerapan prinsip-prinsip untik mempercleh keadilan dan kepastian hukum harus
terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat Setiap orang berhak memperoleh
keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setisp
orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten,
independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.
Pengadilan Agama Watampone sehagai kawal depan Mahkamah Agung
Republik Indonesia di wilayah kabupaten Bone, bertugas dan berwenang MEneTim,
memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang
perkawinan, kewansan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
serta wagaf, zakal, infag dan shadagah seria ckonomi Syari’ah sebagaimana diatur
dalai Pasal 49 UL Nomar 50 Tahun 2009,
Penpadilan Agama Walampone mempunyai 6 (enam) fungsi sehagai berikut ©
1} Fungsi mengadili (udicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara  yang menjodi  kewenangan Pengadilan Agama
dalarm tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2006).

2} Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat strulural dan fungsional di bawsh jajaranmya, baik menyanghkut
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tcknis  yudisial, administrasi peradilan, maUpuD administrasi umum |
perlengkapan, keuangan, kepegawiian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3}
Undang-Undang No. 3 Tahum 2006 jo. KMA Nomar EMAMNSHYIIL2006).

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawisan melekal atas pelaksanasn
migas dan tngkah laku Hakim, Panitera, Sekretanis, Panitera Pengganti, dan
Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenpgparakan
dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang,
No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksansan administrasi umum kesekretariatun
serta pembangunan, (vide: KMA Nomor KMAMBONVIIL2006),

4y Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, (vide:
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2008).

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan sdminisirasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum {kepegawaian, keuangan, dan umum /
perlengkapan) (vide: KMA Nomaor EMASORD VIILZ006).

6) Fungsi Lainnya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tagas hisab dan
rukyal dengan instansi lain yang terkait, seperti DEFAG, MUT, Ormas Islam dan
lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomaor 3 Tahun 2006}, dan pelayanan
penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi
skses yang seluas-luasnyabagi masyarakat dalam ora keterbukaan dan transparnnsi
informasi peradilan, sepanjang diatus dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Momor KMA/144SKNVTIL2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan,

Adapun capaian Rencana Siralegis Pengadilan Agams Watampone Tahun
2018-2022 adalab sebagai berikut :
1) Penyelesaiun Perkara Tepat YWakiu
Dalam rangka melaksanakan fugas mewwjudkan kepastian hukum, Pengadilan
Agama Watampone sudah menerapkan regulasi proses pelayanan peradilan,
khususnya yang terkait dengan penyclesaian perkara dan tentang pembatasan
waktu penyelesaian perkara dengan harspan agar kepastian hukum dapal segera
hadir di tengah-tengah masyzrakal.
Penyelesaian perkara tcpat wakiv dar tahun 2019 sampai 2023 dapat dilithat
pada tabel berikut:
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Tabel 1.1

Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
o | z762 | 9729 | 1081
91 | 2778 | 9968 | 109,54
2021 7383 o1 | 2355 | 9BEd | 106
| 2022 2.092 o1 | 2088 | 9981 | 109,68
2023 L.970 91 | 196 | 9eTe | 10954

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinesja pada tahun 2019 sampai
whun 2022 terus meningkat, Namun pada tahun 2023, COPRIANNYE MAEHUND

menjadi 109,54 %o,

2) Upaya Hukum Banding
Upaya Pengadilan Agama Watampone untuk meninghkatkan kepastian hukum,
kualitas dan konsistensi puiusan tercermin pada penurinan upayn pencari keadilan
untuk melakukan Banding. Pencard keadilan yang ftidak melukukan upaya
hukum tingkst banding dari tabun 2019 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel

berikut

Tubal 1.2

Jumilah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

L ENES - .l =
i &1 | .*
it

00 51 100,54
2020 2.7 B Q% 2.7 | 9T L0, Gt
2021 2,383 ] 45 2375 95 66 104,91
Hix2 2.062 11 a5 2,081 oo47 4,71

el ek 1.970 4 o5 1065 | 9979 15

Berdasarkan tabel di atas, pada tabun 2019, 2020, 2021 dan 2022 capaian
indikator kinerjn berturul-lurst menurun. Selanjumya di tabun 2023 capaian
indikator kinerju naik menjadi 105 %%,
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1) Upava Hukum Kasasi
Pencari keadilan yang tidak melakukan upays hukum tingkat kasasi dari
tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 1.3
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

! s ELl
0D 27187 27T | 99,71 1oL,74
2021 2333 i B 2382 | WS Loz
o | P 2082 3 L] 2.08% | 99.E6 01,84
plipx] 1.970 I R 1.970 | 9994 100,97

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 capaian indikntor kinerja naik
menjadi 102 %, Namun pada tahun 2022 capaiannya kembali menuren menjadi
101,89 %, sampai tshan 2023 capaian indikator kembali meninghkyt menjadi
100,97 %%

4) Implementasi Pelayanan Publik
a. Pembebasan Blaya Perkara (Prodea)

Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas
pembebasan biaya perkara adalah  schbuah laysnan dimana negaa
menanggung bisya proses berperkara di pengadilan. Berkut sdalah jumlah
perkarn yang diselesaikon melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkarn dalam
lima tahun terakhir ©

Tabel 1.4
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

w019 | 60 134 | 23460000 | 100
2020 | 30 33 | 15.000.000 | 9697
2021 35 80 | 17.500.000 | 100
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zun| 15 154 | 19.250.000 | 100
023 | 15 50 19.247.000 | 100

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 capaian indikator kinetji
menurun, Sedangkan pads tahun 2021 sampai tahun 2023 capaannya
meningkat.

b. Sideng di Luar Gedung Fengadilan
Sidang diluar gedung merupakan satu layanan unfuk mempermedah
masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau dacrah yang jauh dari gedung
kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan.
Hambatan terscbul adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnyn onghkos
bsp:rginndaﬂdnnketnnmrpemmﬁlm Program ini sangal membantu
masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.

Tabel 1.3
Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
201% 100 133 Laa 100
2020 10 BE T} L0
2021 L Ol 208 1on L0
2021 17 Ll 1040 160 100 100
023 17 127 L0 127 10 10

Berdasarkan tabel di atas, indikator kincga dar tahun 2019 hinggs
2023, memperoleh capaian 100 %, target berc .

e. Pos Bantuan Hukum
Pos bantuan hukum {Posbakum) Pengadilan memberikan manfaal yang
besar bagi para pencari keadilan, terutama bagt mereka yang tidak mampu
karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum
berapa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan
dokumen hukum yang dibutubkan dalam proses penyelesaian perkara.
Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum sejak tahun 2019
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Data Pemberiin Laynmn]’mhn]sum

———
e etk T -'——-=l,_—_"ﬂ

Tabel 1.6

1l]l¢] Y 1.335 perkara
terluyari

070 | 600 Jam | 600 Jam | 59404050 | 100% | 1.00% perkars
Layanan | Layanan terlayan

2021 691 Jum | 691 Jam | 69000000 | 100% | 1341 perkara
Layanan | Layaoan terbayvani

3022 | T Jam | 700 Jom | TO000000 | 100% | LDSS perkars
Layasan | Laynnan terlay=ni

2023 | 700 Jam | 700 Jam | 69.500.000 | 100% | 1121 perksm
Layanan | Layanan terlayani

5) Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)
Tabel 1.7

Tabel 1.8
Pelaksanaan Ekselousi
019 | 62% | 625% | 10081 %
w020 | 100% | 0% 60 %
2021 | 100% | 625% 62,5 %
022 | 100% 0% 0 %
w023 | 100% KO % 80 %




Berdasarkan tabel di atas, padn tabun 2020, capaian indikator kinera
menunmn menjadi 60 %. Sedangkan pads tabun 2021, capaiannya kembali
meningkat menjadi 62,5 %. Namun pada tabun 2022, capaisnnya kembali
menurun. Dan tahun 2023 kembali meningkat lagi menjadi 80 %.

her D Anusia

Pengadilan Agama Watampone didubung oleh 44 pegawnihakim, yang terdiri
dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat Kepaniteraan, pejabat esclon M1, esclon
IV, kelompok Jabatan Fungsional dan staf. Adapun tenaga teknis berjumlah 32
orang, yang terdii dari Hakim 13 omng, Kepanitersan |7 orang  dan
Kejurusitian 2 orang. Sedangkan lenaga non teknis / Kesekretariatan berjumish 12
orang.

Adapun tingkat pendidikan tenaga teknis menurul jenis kelamin adalalh sehajzii
berikut
a. Hakim

Tabel 1.9
Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin

Total | 10 - 13
b. Kepanitersan
Tabel 1.10
Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasarkan Jenis Kelamin

Nol.

¢, Kejurusitaan
" Bpvu Rencana .ftrﬂtqgﬁ e Wamm 2020 - 2024 -




Tabel 1.

11

Tingkat Pendidikan Tenaga Kejurusitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Mo | Jenis Kelamin skat Pendidikan | Jumlah
Sl e
Laki-laki l = . 1
2 | Perempunn | - - 1
Tuotal 2 - - 2

Tenaga teknis inileh yang merupakan tulang punggung penyelesaian perkara
yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama, schingga kuantitas {pemenuban
kebutuhan tenaga teknis) maupun kualitas tenaga feknis tersebul merupakan suatu
keniscayaan agar asas peradilan yang cepat dapat terwujud,

Berikut ini merupakan tingkat pendidikan tenaga non tcknis ( Kesekretariatan

menunit jenis kelamin :
Tabel 1.12
Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasarkan Jems Kelamin
No | Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan | Jumiah
Laki-laki l 3 =
2 | Perempuan 2 3 3
Total 3 b 3 12

1.2 Putenst dan Permasalalian

A. Identifikasi Konteks Organisasi (Isu Internal dan Eksternal)

ldentifikasi Konteks Organisasi yang meliputi Faktor Internal (Kckuatan dan
Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) atau sering disingkat
dengan istilah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat),

Analisis SWOT adalab instrumen yang bermanfaat dalam mielakukan
analisis strategi dalam manajemen perusshnan aEu organisasi Analisis ini

berperan sebagai alat untuk meminimalisic kelemahan atan kekurangan yang

terdapat dulam susta perusihaan atau organisasi seris menckan dampak dar
ancaman yang fimbul dan harus dihadapi.
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Tabel 1.12

Hasil Identifikasi Masalah / 1su Intzrmal dan Eksternal

151
INTERNAL

Adsnya Kelembagaan dan Kewenangan yang jekag

i

Adanys Dasar Hukum yang jelas (Perataran
Perundang-undsngan yang berlaku) yang mengatir
kempetensi Pengadilan Agara.

Adanyn Standard Operasional Prosedur (SOF)

Memiliki gedung yang representatii

Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah
Daerah, KeMenAg dan instandi terkait,

—

Dukungan Sistern Informasi berbasis Web dan
Desktop

Kode Frik dan Pedoman Perilaku Hakim

KEKUATAN

| g -

Adanys Job description dan SK Penunjukan

(STRENGHT)

Adanys Renstra stau Program Tabunasn

Eckompakan ! Komitmen Manajensen

Jenjang pencidikan formal hakim dan peanwal yang
memedai

Aplikasi SIPP terimplementasi dengan baik

Adamya mesin antrian sidang

Jaringan internet dari ISP sering bermasalah schingga
implementasi SIPP dan proses upload putusan
perharmbat,

Kurangnya jumlah das kompetensi SDM mdang
Kepaniteraan dan Keselretariatan

ol

Belum semua Perkara dapat terselesaikan
{unggakan/sisa perkarn)

o

K eterhatasan dana perkara prodeoc

Belum optimalnya pelaksanaan SOP

LB

KELEMAHAN

Kurangnya kesadaran aparat | pejabat ddalarm hatasan
jabatan yang diberikan / tugas,

(WEAKNESS)

Eurnngnya sorana dan prasarand.

Fedisplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan
tugas belum maksimal.

Masih terdapat pegawai yang ranghkap fugas.

Furangnyn pelatiban bagian Kepaniteraan dan
K esckrctariatan

THI Belum menjadi Undang-Undang

Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus { Araiparis,
Pramata Kompater dan Pustakawan)

Belum semmn perkar dipulis dan dimminutasi fepat
wnklid

e

Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan
panjar biaya perkara
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PELUANG | 2.
(OPPORTUNITY)

Kerjasama dengon kantor POS untuk melegalisir alat
bukii persidangzmn

ERSTERMNAL

Kerjasama dengan radio SDI (Suars Daya lrluhh: :
dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahus
alamatryn {ghaib) dalam perkera percersian.

Lussnys wilayzh yuriadiksi Pengadilan Agama
Waampone Kelas 1 A

Adanyn Lembaga Bantoan Hukuem ! Advokat di
kabupaten Bone,

Keerjasomi dengan pihak Pemerintah Daernh dulian
Pemanggilan / Pemberitahuan Putusan pasa pihak yong
ghuib (perkara kebendaan dan pereerasan)

Meningkatnya volume perkard

Saahalitas politik yang kondusif

Terdapat beberapa lembags pendidikan perguruan
tinggi di Kabupaten Boe.

Penduduk wilayeh Kabupaten Bone mayorits
beragama lslam.

Meningkainya jurnlzh perkawinan yang tidak disshkan
secar hukum negars.

hinsih banyak masynrakal yang I}:]ummnuhmm
mieckanime berperkara di pengadilan,

Fourang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4

Tingkat kesadaran hulum musyarakat tentang
perkawinan masih minim

Meningkainya jumlah perkawinmm dibawab umur

ANCAMAN [

Adanya pemalsuan dekumen

Infrastruknar (jalen raya) di wilayah kecamatan tidak
memadai, teruiama di wilayah yang sulit tejanghaw

Meningkatnya jumbah penduduk miskin yang tidak
mampy membayar biaya siti dan cksckus,

Sering tegjadi pemadaman listrik dari PLN.

0

Fasilitas transportasi umurm di daerah terpencil minie

1.

Eksistensi kelembagasn Pengadilan Agama belum
dipahami secara benar oleh sebagian masyarakal

TH Audamya Kel

5 L L _
ernhagaan dan Kewenangan yang jelas

Tabel 1.14
Haszil Perhitungin Survey

&1
T

Perundang :
kompetensi Pengndilan Agnmn

“Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturun
Amndangan yang berlaku), yang mergaiu
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51 | Adanya Standard Operasional Prosedur (S0F) 176 | 25 | oo | 440
%4 | Memilika gedusg yang represencatif. 163 | 25 0,03 4,08
85 | Memiliki hubunpan yang baik dengan Pemerinioh 175 25 003 4,38

Dacrah, Kemenag dan |nstansi werkait,
56 | Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan 174 | 25 0,03 435
Dresklop.
S7 | Kade Eik dan Pedoman Perilaku Hakim. 182 | 28 | 008 | 458
SR | Adanya Job description dan SK Penunjukan. 19 | 25 0,03 4,48
50 | Adanya Rensira stau Program Tahunan, 172 | 2.5 0,03 430
510 | Eckompakna/Komitmen Menejemen, 168 | 2.5 0,03 4,20
a2l Jtﬂhﬂﬂp:li.'rﬂﬂ:m furme] hakim dan pegawai yang i69 2.5 0,03 4,23
512 P..pllta.il SIPP terimplementasi dengan baik 181 | 2.5 0,03 4,53
813 | Adanys mesin antrian skdang 186 | 1.5 0,03 4,55
Tetal 7280 | 315 | 0315 | 57025

Jaringan iptemet dan [SF sering bermasaloh sehingga

implementasi SIFF dan proses upload putugan
techambai

W2 Eumn;n,ﬁﬂ:dhh-lhnbmn S0 bidang 128 | 25 0,03 E
Kepaniteraan dan Keselretariatan

W1 | Belum semus Perkara dapat terselesaikan 124 | 25 0,03 EN|
(nmgpakan/sisa perkara).

W4 | Kelerbatasan dana perkara prodeo 127 | 25 i3, 113 3,175
W5 | Helum optimalmya pelaksanaan S0F. 129 23 0,03 3225
W6 | Kurangaya kesadoran aparat / pejabat dalam batssan 128 25 0,03 1.2

jabatan yang diberikan/nigns,
W7 | Kurangnyn sareaa dan prasamna 112 15 0,03 3,08

WS | Kedisiplinan bakim dan pegawni dalum melakesnakan | 135 | 2.5 0,03 3,375

tapgas belum maksimal
W9 | Masih ierdapal prgawai yong rongkap tagas 126 | 2,5 0,03 3,15
W10 | Kurangaya pelatihon bagian Kepaniteraan dan 128 | 25 0,00 2
K esekretariztan
Wil | KHI Belum menjadi Undang-Undang. 13 | 25 | 00 3,25
W12 | Tilak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Amsiparis | 124 | 2.5 0,03 EN]
dan Pustzkowan).
W13 | Belum semua perkara dipums dan diminatasi lepat 134 | 15 0,03 3,35




Kode Peluang {13} Milai | Bobot | Relating | Score

01 | Kerjasama dengan pibak Bank berkaslan dengan 177 2.5 0,05 4,43
Panjar Biaya Perkara,

02 | Karjusama desngan kantor PFOS untuk melegalisir 173 2.5 0,03 4,33
alal bukti persidangan.

03 | Kerasuns dengan Radio 301 (Suara Deya Indak) i7 25 0,03 4724
dalam pemanggilan para Pihak yang tidak
diketabn alamatnya {ghnih) dalam perkara

FiiL
OF | Luasnys wilayah yurisdiksi Pengadilin Agama 175 | 2.5 0,03 438
Wtainpone Kelss 1 A
05 | Adanya Lembaga Banroan Hukum / Advokat di 164 15 0,03 423
kahopaten Bone,
D6 | Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam 70 2.5 0,03 4,25

Pemanggzilan /| Pemberitabhuan Putusan para pihak
yang ghaib (perkara kebendaan dan peroeruian).

07 | Meningkatoyn volume perikars 155 5 0,03 3,28

0F | Stabilitas politik yang kopdusif, 1549 2,3 0,03 1,98

09 | Terdapat beberapa Lembnga Pendidikan Perguman 170 1.5 0,03 425
Tinggi di kabupaten Boae.

010 | Penduduk wilayah kabupaien Bone mayoritas 77 | 25 003 | 443
beragama [slam

Total 1.6%6 25 0,25 424

anﬁmujra jumhih putnn'mu yang n.inl:
duiahiloan secars hukum Megamn

T2 | Musit banynk masyarakat yarsg betum memahami 131 13 0, 0% 3275
mekanisme berperkars di pengadilan.

T3 | Kurang maksimalays poran dan fangst lembaga 125 2.5 003 | 3128
BP4,

T4 | Tingkat kesadaran bdkum s yearakat rentnng 121 24 0,03 3025
perkawinan misth minim.

T5 | Meningkatnya jumlah perkawinan di bavwah umu 114 25 0,03 3575

Te | Adanya pemalsum dokumen. 105 5 0,03 2625

T7 | Infrastruktar (jalan rayak di wilayah kecamaton 127 2.5 0,03 11T
tidak vemsadai, teratama di wilayah yang sulit
terjangkiau,

T8 | Menmghkamys jumésh penduduk miskin yang tidak 122 2.5 0,03 3,05
maampu membayar bisya sita dan ekackusi,

Té | Bering terjadi pemadaman listrik dari PLN. 128 | 25 0,03 3.2

Ti0 | Fasilitas ransportasi umam di decrah terpeocil 126 | 25 ooy | 315
T T
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Ekatstensi kelembagann Pengedilun Agans belum
dipahami mmh:mruhhmbaguu m.u.s-_.r-rﬂm‘.

Tabel 1.15
Urutan Masalah / [su Internal dan Ekstemal Berdasarkan Hasil Survey

1. | Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

2. | Adanya Drasar Hukum yang jelas { Peralusan
Perundung-undangan yang berlaku) yang mengatar
kompetensi Pengadilan Agansa.

3. | Kode Etik dan Pedmnml*mhh:ﬂatim
Memiliki hubungan yan;g.‘nmkdcngan Pemerintak
Dacrah, KebMenAg dan instansi terkait,

Adanya Standard Operasional Prosedur (SOF)

Adanya Job description dan SK Pemumjukan

Jenjang pendidikan formsal kakim dan pegawai yang
pemada.

4, | Adanya Renstra atsu Program Tahunan
10, | Adamya nwesin antrizn sidang
11. | Memiliki gedung yang representative

12. | Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan
Deskiop

ISU 13. | Kekompakan | Komitmen Manajemen.
INTERNAL 1. | KHI Belum menjadi Undang-Undang

2. | Kedisplinan hakim dan pegawsi dalam melaksanakan
tugas behum maksimal.

i Kmnmjmkmdlmapanﬂpquhmdﬂmhumn
jubatan yang diberikan / tugas.
4, | Belum semua Perkarn dupal tersclesaikan (lunggakan
| wisa perkara)
5, | Keterbatasan dana perkara prodeo

i, Juinpnlmmmri]ﬁ?mingbnmudnh;dﬁnﬂi
(WEAKNESS) implementasi STPP dan proses upload putusan
terhambat.
7. | Kurangnya sarana din prasaronn.
"% | Tidak adanya Tenogs Fungsional Klwsus {Arsiparis
ER
10

#

KEKUATAN
(STREMGHT)

o Bl Bl

KELEMAHAN

dan Pustakawan)
Masih terdapat pegawal yang rangiap fugas.

Belum semun perkara diputus den diminutasi tepat
wakiu
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Belum optimalnya pelaksanaan SOP

12

Kurangnya jumial dan kompetensi SDM hidang
Kepanitzran dan Kesckretanatan

Kurangava pelatihan bagian Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

EsL
EKSTERNAL

PELUANG

(OFPORTUMITY}

Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas
heragama Islam,

Kerjasara dengan Radio SD1 (Susra Daya I_lldﬂl} .
dalam pemanggilan para Pihak yang uda.h; diketabui
alamatnya | ghaib) dalam perkara percerman.

—

Luzsnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Watampones Kelas 1 A

Terdspat beberapa lembaga pendidikan perguran
tngei di kabupsten Bone.,

Kerjasama dengan pihak Pemcrintah [.'r-_r_rah dalam
pemanggilan/pemberitahuan bagi parn pihak yang
ghaib {perkara kebendaon dan perceraian )

Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di
kabupaten Bone,

Meningkatnya volume perkara

K erjasamn dengan pihak Bank berkaitan dengan
panjar biaya perkara

Stahilitas politik yang kondusif

i

Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisic alut
bukti persidangin

ANCAMAN
(THREAT)

[ksstensi kelembagnan Pengadilan Agama beium
dipahami secara benar oleh sebagian masyarakal.

Meaingkatnya jumlah perkawinan dibawah umur

Meningkatrya juminh perkawinan yang tidak
dlizahkan secara huloum negara,

bzsih banyak mmjnﬂht)mb:lzlum memiahani
mekaniame berperkara di pengadilan.

Fasilitas transportasi umum & daerah werpeneil
marim.

Tnfrastrukmur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak ]
memadai, terutama di wilaysh yang sulit teijanghkau,

Meningkatmya jumbah penduduk miskin yang tidak
mnmpes mesnbayar biaya sita dan eksekusi,

Kurang maksimalnya peran dan fungs lembaga B4

Tingheat kessdaran hukum masyarakat tentang
perkawinan masih minim

£

Sering terjadi pemadaman listrik dani FLN.

Adanys pemalsuon dokumen.

Tabel 1.16
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Tabel 1.16

Analisis SWOT
‘ I. Adanva Kelembagaan dan ‘ |. KHI Belum menjadi \
Kewenangan yang jelas Undang-Undang
2. Adanya Dasar Hukum yang | 2. Kedisplinan hakim dan
jelas ( Persturan Perundang- pegawai dalam
undangan yang berlaku] melaksanakan tugas
yang mengatur kompetensi belum maksimal.
Pengadilan Agaima,
3, Kode Etik dan Pedoman 3, Kurangnya kesadaran
Perilaku Hakim aparat / pejabat dalam
batasan jabatan yang
diberikan / tugas.
4, Memiliki hubungan yang 4. Helum scmua Perkara
haik dengan Pemerintah dapat terselesaikan
Dacrah, KeMenAg dan (tunggakan / sisa perkara)

imstansi terkait.

5. Adanya Standard 5. Keterbatasan dana
Operasional Prosedur {SOP) perkara proded

6. Adanya Job description dan | 6. Jaringan internet dari ISP
SK Penunjukan sering bermasalah
sehingga implementasi
SIPP dan proses upload
pulusan terhambat.

7. Aplikasi S1PP 7. Kurangnyn sarana dan
terimplementasi dengan baik Prasirans.

8. lenjang pendidikan formal 8. Tidak adanya Tenaga

hakim dan pegawal yang Fungsional Khusus
memadal. { Arsiparis dan
Pustakawan )
9. Adanya Rensira atau 9. Masih terdapat pegawai
Program Tahunan yang rangkap LuEas.
10, Adanya mesin anirian sidang 10, Belum semua perkara
diputus dan diminutasi
tepat wakiu
Opporiunities ()
|, Penduduk wilayah
kabupaten Bone
mayoritas beragama
Islam.

L

Reviu Rencana Strategis A Watampone 2020 - 2024 -



Z.

Kerjasama dengan Radio

9 & 2 : Mengoptimalkan

SDI (Suara Daya Indah) | pelaksanaan Resira [ Program
dalam pemanggilan para | Tahunan dengan memanfastkan
Pihak yang tidak kerja sama dengan radic SDI
diketahui alamatnya dalam pemanggilan pihak yang
(ghaib) dalam perkara tidak diketahui alamatnya (ghaib)
perceraian. dalam perkara perceraian
Strategi :
Kerfasama dengan radio SDI
{Suara Daya Indah) dalam hal
pengumuman peranggilan /
pemberitahumn

3, Luasnya wilayah 3 & 3: Memaksimalkan adanya | 5 & 3 Meminimalkan
yurisdiksi Pengadilan dasar hukum yang jelas keterbatasan dana perkur
Apama Watempone Kelas {Peraturan Ferundang-undangan prodes untuk memaniaatkan
1A yang berlaku) yang mengatur luasnya wilayah yurisdiksi

kompetensi Pengadilan Aguma Pengadilan Agama

dengan memantiatkan luas Watampone Kelas 1 A.

wilayah yurisdiksi pengadilan

agama Watampone Kelas | A. Strategi -

Strategi : Pelaksanaan sidang keliling /
layanan lerpadu, prodeo dan

Kerjasama dengan Pernerinizh Pos Bantuan Hukum,

Daerah dalam rangka

peningketan kesadaran hukum

terkait kompetensi pengadilan

BEAMA

4. Terdapat beberapa
lembaga pendidikan
pergunuan tinggi di
kabupaten Bone.

5. Kerjasama dengan pihak | 4 & 5: Mengoptimalkan
Pemerintah Daerah dalam | hubungan yang baik denpan
pemanggilan/pemberitahu Pemerintzh Daerah dengan
an bagi para pihak yang menjalin !mjasmu dalam
uhaib (perkara kebendaan pemanggilan/pemberitahin bagi
dan perceraian) purs pihak yang ghaib (perkara

kebendaan dan perceraian).
Strategi : Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah dalam
pemanggilun / pemberitahuan
bagi para pihik yang ghaib
{perkara kebendaan dan
perceraian),

6, Adanya Lembaga 4 & 6 : Meminimatkan
Bantuan Hukum / tunggakan ! sisa perkara)
Advoka di kabupaten dengan memanfnatkan adanys
Bone, Lembaga Bantuan Hukum /

Advokad di kabupalen Bone.
Ll
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| Biralegi -

Manajemen penmghatin
penyelesaian perkra.

7, Meningkatnys velume
perkara

kelembagaan dan kewenaogas

meningkamys jumlah volume
perkira.

Strategi :

Mangjemen peninghatan
penyelesian perknrs.

1 & 7 : Mengopumalkan adamya

yang jelas dengan meman faatkan

8. Kerjasama dengon pihak
Bank berkaitan dengan
panjar biaya perkara

Emmlﬁmﬂw [SOF)
dengan menjalin keasama
dengan pihak hank beckaitan
panjar biaya perkara.
Steategi @

Kerjasamy dengen Bank BRI

berkaitan penerimban panjer
biaya perkara

5 & 8 ; Mengoptimalkean Standar

7 & 8 : Meminimalkan
kurangnya sarars dan
prusarans dengan
memanfastkan kerjasama
dengan pilsek bank berkasian
dengan pajar hisyn perkara.
Strotegi :

Pemingkatan sarana dan

prasarana dalam pembaysran
panjar bizya perkam.

2. Stabilitas politk yang
kondusif

10, Kerjasama dengan kantor
POS untuk melegalisir
alat bukti persidangan

Treaths (T)

T

1, Eksistensi kelembagaan
Pengadilan Agama belum
dipzhami secara bazar

oleh sehagian masyarekat.

1 & I ; Memanfastcan  adasya
dasar bukum yang jelag

yang herlaku) yung meogaiss
knmpetensi Pengadilan Agama
ik menganiiipasi eksistensi
kelembagaan penpadilan agama
vang belum dipabkami secara
benar olel: sebagian arang.

Strategi :
Kerjasama dengan Pemeriniah
Daerah dalam rungka
peningkaton kessdaran hulom

terkait kompetensi pengadilan
agamiL.

{Persnaran Perundang-undangan

3 & 1 Memimmalkan
Kurangnya kesadaran nparat /
pejabut dalam batmsan jabatan
yang diberiken / ugas untuk
mengantisipas ckaistensi
kelemnbagann Pengadilan

yang belum dipshasm
secara benar oleh schagian
magyanakat.

Stranegl :

Peningkatan mansjcmen
kalitas SDBL

2, Meningkirya jumlah

5 & 2 Memaksamalkan

pelaksanonn standar operasional

Revin Rencana Strategis PA
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perkawinan dibawah

[ISIE1Fg

prosudurs (SOF) untuk
mengantispasi meningkainys
jumilab perkawinan di bawih
MFILT,

Serategl :

Sosialisasi SO Layanan lishat
Mikah Voluister.

3. Meningkatnya jumlsh
perkawinan yang tidak
disahkan secara hukum
TEEATE.

4 & 3 : Menpoptimalkan
hubungan baik dengan
Pemeriniab Dasrah, Kemenag
dam instansi terkaal usitak
mengantisipast meningkatnys
jumlah perkawinan yang tidak
disshkan secars Buboum negar.

Strategi -

Kema sama dengan instasi ierkait
dalam mngka pesingkatan
kesadaran hukum dalam bidong
perkawinan

4. Minsah banyak masyarakat
yang belum memahami
mekantsme berperkara di
pengadiban.

1 & 4 ; Mengoptisalkan adanya
kelembagaan dan bewenangan
yang jelas untuk menganiisipast
masih banyak masywmakal yang
bebum memahami mekanisme
berperkara di pengaditan.
Rirmicpl ¢

Fosializasi SOP Pencrumann
Perkara di pengadilan sgoma.

5. Fasilitas transportasi
nrmwn di duesrab terpenail

I,

o

. Infrastrukur (jalan raya)
di wilnyah kecamatan
tidak memadai, terulama
di wilmyah yang sulit
terjangkid.

7. Meningkatnya jumish
pendaduk miskin yang

tidak mampu membayar
biaya sita dan eksekusi,
8. Burang maksimalnya 4 & § : Meminimalkon
peran dan fungsi lembaga Ilmggilﬂ:ﬂ_f.'ﬁﬂmm
B4 menganliisipasi kurng
| muksimalnyn peran dan fungsi
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BP 4,
Strategi

hanajemei peningkatan
penyelesaion perkars,

9. Tingkat kesadaran hukum
masyerakal ientang
perkawinan masih minim

10 Sering terjadi pemadaman

lisarik dam PLH.

B. Identifikasi Kebutuban dan Harapan Pihak Berkepentingan seria Sirategi
Pemenahannys

Manajemen Pengadilan Agama Watampone mengidentifikasi pihak-pihak
yang berkepentingan dimana membenkan dampak yang potensial pada
kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan pelayanan terbaik
yang memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan hulkum dan peraturan yang
berlaku dengan menentukan ;
1y Identifikasi pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manijemen
i,

2) Persyaratan-persyaratan yang diperlukan dan kebutuhan serta harapan dari
pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem minijemen mu.

1) Menetapkan strategi/program yang diperlskan untuk memenuhi kebutuhan dan
harapan dari pihak berkepentingan.

Hasil identifikesi para pihak berkepentingan (stakeholder] yang
mempengaruhi jaza Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A tersaji dalam tabel

berikul
Tabel 1.17
Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jusa Pengadilan Agama Watampone
Klasifikasi Pihak
No. Pihak Berkepentingan (Pilib Salah Satu)
Kunei | Utama | Penunjang
I, | Masyarakat pencan keadilan {para pibak]) X
2. | Pengadilan Tinggi Agama Makassar x
3. | Mahkamah Agung Bl %
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Pengadilan Agama Selurah Indomesia

5. | Kantor Urnsan Agama (KUA) Kecamatan, sesuad
wilayah yuridiksi
6. | Bank X
7. | Pusbakum (Pos Bantuan Hulum) X
k. | Ekspedisi X
5, | RRI (Radio Republik Indonesia)
10, | Advokat (Pengacara) X
11, | KPEMNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan X
Lelang)
12 | KPPN (Kantor Peluyanan Perbendaharnen Negara) X
13, | Kanwil Ditlen Perbemdaharasn Propins Sulawesi X
Selatan
14, | Taspen [ Tabungan Pensiun) X
15, | BEN ! Instansi Pemerintah Daerah yang menangani X
kepegmamian / PNS
16, | Badan Statisuk X
17, | Kantor Kclurahan /Aparal pemesintah X
18, | Pernda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
9. | Knnfor Pelayammn Pagak X
20, | Kantor Polisi
21. | PT. Telekomunikasi Indonesia X

Kebutuhan dan harapan serta strategi pemenuhan para pilak berkepentingan
vang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone

Kelas [ A tersaji dalam tabel berikut :

Tubel 1.18
Kebumnhan dan Harapan Pihak Berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen
Muru Pengadilan Agamn Watampone
Mo, Plhak Kebutuhan dan Stratepi Organisasi Memenubi
1. | Masyarakas 1 Permohonan / pugstan | Penggunaan SDM yang kompesen,
pencar keadilan dapat segera (epat] penetapan dan pengembangan S0F
(para pihak) diputuskan bideng Kepaniteraan dan bidang

Kesekretariatan, penerapan teknolog
informasi yang andal dan mendukung

lxyanan masyarakat pencan keadilan,
2 Binyn perkara Ferhitangan biaya perkam berdasarkon
terj angha pada peraturan perundangan yang
berlaku,
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3 Dikasbulkanriya prodeo
(DHFA)

Perencannan anggaran sesusi dengan
estimasi kebutuhan prosdeo wilayah
yurniilsi.

4 Pessidangan perkara Penctapan, pengembangan, dan
tepak wakiu dan pemantauan pelaksmasn S0P bidang
Iransparan K.epaniteraan berjalan sesuai ketentuan,
% Putusan memenulbi Telaah berkas perkara, hores jelas
rasa kcadilan subyek dan obyek hukamnya.
6 Hasil produk Penelapan, pengembangan, dan
pengadilan diterims pemantasan peliksinnan S0P bidang
bepat wakiu K epanitersan berjalun sesusi ketentaan.

7 Monitoring informasi
perkara

Peningkatan dan pengembangan
Teknologi Informasi (T1), memberiksn
informasi secors jelas kepada penceri
keadilan.

§ Mesim antrian sidang

Meningkatkan pengembangan

Poshalonm secarn lepal
waki.

dan rerlaksananya Teknologi Informasi dan memperlancar
persidangan secarn jelannya sidang,
tertib dan leralur, N
3. | Pengaditan | Meningkatnya Penyedizan don pengguisan SDM yang
Tinggl Agams penyeclesnian perkars | kompeten.
Mikassar dan yang sederhana, tepat
Malkamah wiikty, transparnn dan
Agng Rl nkumniabel.

2 Meningkaimyn Penetapan, pengembangan, dan
penyelesaian perkars | pemantaisan pelaksinaan S0P bidang
dalam jangka waktu 5 | Kepaniteraon berjalan sesua Ketentaan.
bulan

3 Meningkatmya Penetapan, pengembangan, dan
pelayannn perkara pemantauan pelaksanaan SOF bidang
miskin dan Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan,
terpinggirkan yang
dizelesaikan secara
Lepatl waki,

4 Meningkanys Penetapan, pengembangan, dan
pelayanan perkara pemaniauan pelaksansan SOP bidang
miskin dan Kepaniteraan berjakan sesunl ketentuan,
terpinggirkas yang
mendapatkan layanan
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5 Memngkatnys
penyciesaian
PulLEEIPenCinpan
secara tepal wakiu dan
diunggah ke websine.

Penerapan teknologt informasi yang
mendukung pelayanan, penyedizan
SDM yang diperlukan.

i Meningkamya Penctapan, pengembangnn, dan
penyelesaian minutasi | pemantasan pelaksanaan S0P bidang
berkas perknra tepal K epaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
wakiu

7 Meningkatuys Penctapan, pengembangun, dan
aclrainistrasi

peneTimoan perkars
yamy efekiif, efesien

pemanauan pelaksansan S0P bidang
K.epaniternan berjaian seauni ketentsan,

dan sluntabel

& Menkngkamyn Penetapan, pengembangan, dan
penyelesaian pemantaunn pelaksanaan SOP bidang
pdministrasi putusan | Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan,
perkarn yang efckiif,
efiesien dan akuniabel

9 Meningkatnys Penetapan, pengembanggn, dan
pelnyanan pemantausn pelakeanaun SOF bidang

penyampaian salinan
J putusan tepat wakiu

Kepanitersan berjulan sesai ketentuan.

10 Menngkatnya

pencrbitan akta cerai
secars cepatl dan tepat
wakiu

Penetapan, pengembangan, dan
pemantauan pelukzanaan SOP bidag
K epaniternan berjalan sesuai ketentuan.

11 Meningkabnys Penetapan, pengembangan, dan
peloyanan penyershan | pemaniauan pelaksanaan SOP bidang
akla cerai secara cepat | Kepenitersan berjalan scsvai keleniuan,
din tepat wakiu

3. | Pengadilan | Meningkatnya Mengefektifkan media online dan
Aguma 2- kerjasama dalam hal | pemantauan pelaksannan SOF bidang
Inddonesia pemenuhan bantusn Kepaniieraan/ Kejurusiataan berjalan

pangilanPBT sesuni keteniean,

Tabayun secara tepal
ity

3 Meningkatkan kerjs | Mengefektifkan media online dan
sama dalam hal pemanizuan pelaksanaan SOP bidang
delepasi uniuk kepaniteraan kejurusitaan berjalan
pelaksanaan ssgumd kelentuan.

Pemerikszan Selampal
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T 3 Meningkatkan

Mengefekiifkan media online dan

kerjasamn dalam hal pemantauan pelaksansan S0P bidang
delegasi pelaksanaan | Kepuniterasn/ Kejurusiataan berjalan
sitn dan ekeekusi sesum keteniunn.

4 [ Hantor Urusan | | Dilerimanyn salinan | Intensifikasi koordinasi kemajusan
Agama (KLUA}) pitusan ceral gugat / Inporan perkars ke unit satusn ke
Kecumatan, cerni tidak internal Pengadilan Agama Walampons
pesuni wilayah Kelas 1A,
yurisdiks 2 Meningkatnya Meningkatkan koordimasi antars

peloksanaan sidang Pengadilan Agama Watamporse Kelas |
terpadu isthat nikzh A, KUA serta Dinas Kependudukan dan
Catntan Sipal.

5 | Instansi | Sideng perkars digelar | Sosialisasi ketentusan peralurai iy
Pemerintah dengan petunjuk dari Mahkamah Agung kepada
Draerah yang memperhatikan Majels Hakim yang menangani perkara
HETANEn ketentuan izin cerm guigat | cerni talak.
kepepawaian percernian PNS, yaity
PHS dengan mesaperoleh

izin atai penolakan
dan pejabat yang
berwenang uniuk
melakukan perceraian
7 Adanya tembusan Intensifikasi koordinasi dan kowunikasi
galinan Akta Cera kemajuan Inporan perkam: unit sanan
pesawsi yang nenjadi kerja internal Pengadilan Agama
tanggang jawabnya Watampons Kelas | A
6. | Bank 1 Twiak adanya Menindaklanjuti ketentuan Buku 11
manipulisi biaya tentang panjar binya perkar,
perkara peninghkatan SDM di Meja | dan Kasmr
serta pelaksansan S0P Pengajuan /
Penerimaan Perkcara
7 Mendapatkan . Menyediakan SDM yang andal,
kepuasan pelang terampil, teliti den memantau
secari finansinl - pelaksansan S0P di Meja Kasr dan
Meja L.
2. Melakikan transaisi yong
berhubungan dengan biaya perkarn.
1. Melakukan pencairan danas APBN
fepak wiskiu,

7. | Poshakum 1 Permobonan / guegatan | Melakukan evaluasi dan inbensifkan
selesal tepat wakia, koordinast untuk peninghkatan Layanan
benar seris lancarnys | Masyarakat pencan keadilan
proses pengajuan
perkarn i Pengadilan |
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2 Membaniu ata Mengarahkan para pihak pencan
melayani para pencari | keaditan untuk konsultast dalam
keeadilim pembuatan surat gagatan / permaohonan,

. | Kantor Pos 1 Terlaksananya proses | Penciapan, pengembangan, dan

pengiriman dan pemantausan petaksanaan SOF bidang
penerimnaan, peTsurala,
dokumen-dokumesn
berkaiian dengan
K esekretariaton &
Kepaniteraan,

2 Peningkatan income Legalisasi alat bulkti dan pengiriman
dan kepercaynan para | surat melalui Kantor Pos.
pelanggan,

9, | RRI/ Bunra Terinksunzasya siau |. Meningiatkal pemaniaian
[aya Indah sampainya informasi pelaksansan S0P i:i:hugl K ejurasiinan

melshui media elckionik |  (pemanggilan masa media).

2 Intensifkan koordinas: antara Panitera
Pengganti dengan Jurssita dan hMajelis
Hakim..

3. Menyiapkan brosur dan memberikan
informasi kepoda pencari keadilan
pkan kemudahan dem percepatan
penyelesaian perkam bagi Tergugat
yanp lidak jelas alamataya.

1 | Advolksd 1 Menjadi peraniasa / Meneiapikan kelenghapan sywrat bagi

mewakili para pihak seotang Advokad | Pengeoara untuk
mewakili klienmya di Pengadilan sepert
Surat Kuasa, Kartu Anggota dan Berita

Acara Penyumpohan.

7 Mendapotkan Menetapkan syarat bagi kelancaran
pelayanan dan jalannyn persidangan dengan
kepastian hukum bagi menyizpkan soflcopy gugntan /
Kliennya sccars cepal | permohonan, jawaban, replik, duplik
dan icpat dan kesimpulan,

11. | KPENL Pencrtiban asset BMN Memingkatkan SDM bagi pengelola
asset untuk diverifiknst oleh KPENL
dan peaingknion pemantain
pelaksannan SOF bidang Ui,

12, | KFPN Memberikan pelaysnan | 1. Menyampatkan dokumen pefLCRiTAn
prima kepadn satker- secara weliti dan wcpat wikiu untuk
satker verifikasi dan disetujui KPFN,

2. Meningkatkan pemaniauan
pelaksannan SOP bidang Umum dan
Keuangan berjolan sesuni keleniuan,
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713, | Kanwil Dirden | Terealisasinyn anggaran | Membuat perencanaan dan
Perhendaharaan | AFBN melaksanakan perencanain aoggaran
Propinsi yang sudah ditargetkan,

Sulawesi
Salatan
13, | TASPEN | Penertiban SK Pemantouzn pelaksanaan SOP bidang
pensiunan fepat wakin | Kepegawasan berjalan sesunl keteniuan

2 Terlaksananys Menyinpkan dan melengkapi data-data
jamiknan hor tus bagi | pegawai yang akan pensiun dakam
pegawai yang pensiun | paperless / SIMPEG

15. | BEN 1 Penerbitan 3K Pemantauan pelaksanaan S0P bidang
pangkat tepat wakiv Kepegawaian berjalan sesuai ketentuan

2 Terlaksanunyn Menyiapkan den melenghapi duta-data
kescjahierann pegawai | pegawal secora akiral yang okan misiasi
dam pebrmini sirasi aitan naik pangkat dalam paperiess /
kepegawaian SIMPEG

16, | Badon Siatistic | Terpenuhinys mformasi | Pemantanan pelaksanaan S0P bidang
kepada mmsyarakal Kepanitersnn, Panmud Hukum berjalan
tentang perkara yang sesuai ketentian dan meningkatkan
diterima dan yang putus | koordinesi dengan instansi

17. | Kantor Terjalinnya hubungen 1. Relnzs panggilan dissmpaikan ke

Kelurshan haik dan terlaksananya kantor Desa / Kelurahan sesuai SOP.
panggilan / . Meninghatkan koordinasi dalam
pemberitnhuan sidang pelaksanaan penyitsan, cksekusi dan
melalui aparat pemerintah | pemerikssan setempal

1%, | Pemda/ Kantor | § Terlaksananys Soatalisas ketentusn peraluran

D¥inns kerjasama onlara perundang-undangan tentang hal yang
Kependudukan instansi tersebut dalam | berkaitan dengan panggilan /
dun Catatan kin] banfuan pemberitahuan putusan gaib
Signl ilan /
pemberitehuan gaib
(selnin cerai)

7 Tertibnys administrasi | Meningkatkan koordinosi dengan
kependudukan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan
dengan penerbitan sidang terpadu istbat nikah
Akia Kelnhiran

19, | Kantor Penangunan pajak Pengiriman SPT dan pembayaran pajak
Peluyanan Pojuk | pegawsi lerpenuhd repular

20, | Kepolisian Tertakeanmya keamanan, (|- Pemantapan,pengembangan dan
ketennngan dan pemantuan pelaksanaan SOP bedang
keteritban dalam K:pmilmn, khnssnys Flﬂlj'ilm
pelaksanaan persidangan, dan cksekusi putusm,

eksehusi putusan dan 7, Melakukan koerdinasi dengan aparnl
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penyilaan kearnanan | Kepolisian dan
meninglkatkan STV bidang securily.
21. | PT. Terlaksananyn kerjasama | Menngkatkan koordinasi dengan
Telekomunikasi | amars instanss terschut petugas demi kelancaran internet di
Tndonesin dalam bl penyediaon kantor Pengadilan Agama Watnmpone.
Jasa intemet
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2.1. Visi dan Misi
< Visi

Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone
nantinys diarahkan sehingga bisa berkaryn secara konsisten, tetap eksis,
antigipatif, inovatif dan dibutubkan oleh masyarakat. Dengan mengacy pada Cetak
Biru Jilid 11 Mahkamah Agung R, Pengadilan Agama Watampone mempunyal
visi yang secarn tekstual dirumuskan sehagai berikut:

Penjelasan :
a. Pengadilan Agama menunjukkan institusi yang berada dalam  lembaga
Mihkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya,
b. Watampone menunjulkkan lokasi keberadaan Pengadilan Agama;
c. Agung menunjukkan suatu keadaan | gifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan,
keluhuran.

Visi Pengadilan Agama Watampone adalsh Break down dari visi Mahkamah
Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan
dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai Pongadilan Agama Watampone
dalom melaksanakan tugas dan fungsinya,

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Watampone sebagal
Institusi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai
yang memiliki kemuliaan dan kcbesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam
melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

& Mlisi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan seaual visi yang
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ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam mewujudkan visi scbagaimana terscbut di atas, Pengadilan Agama

Watampone telah menetapkan empat misi sebagai berkout

1) Menjaga kemandinan Pengadilan Agama Watampone.

7} Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada
pencan keadilan,

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinzn dan pelaksanzan pengawasan terhadap
kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis
& Tujuan

Dalam rangks mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone
geperti yang telah dikemukskan terdahuly, mika visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarsh dan operasional berupa
perurmusan tujuin strategis OT@anisasi.

Tujuan siralegis merupakan penjabaran atay implementasi dan permyataan
migi yang akan dicapai atau dibasilkan dalam jangha waktu 1 (satu) sampai 5
{lima) tahun Penpadilan Agama Walampone berusala mengidentifikasi apa
yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam
memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dan itu, perumusan tujuan strategis ini
juga akan memungkikan Pengadilan Agamo Watampone untuk mengukur
sejaul mana visi dan misi telal dicapai mengingat tujuan strategis dirnumuskan
herdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan fujuan terscbutl dapat diuraikan
sehagai berikout:

a) Terwujudnys kepercayaan rmasyaraksl terhadap sistem peradilan melahn
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator : Persentase para pihak yang percaya tethadap sistem peradilan.

b) Terwujudnyn penyedethanaan proses —ponanganan perkara  melalui
pemanfastan leknelogl informasi.

Indikator - Persentase perkara yang disclesaikan tepat wakiu.
¢} Terwujudnys peningkatan skses peradilan bagi masyarokat miskin dan

terpanggirkan.
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Indikator - {1) Persentase perkara prodes yang diselesakan; (2) Persenlase
perkara  yang diselesaikan i luar pedung pengadilun;
(3} Persentase perkasa Permohonan  (Foluniair) Identitas
Hukum; (4) Persentase pencari keadilan golongan tertenfu yang
mendapat layanan Bantuan Hukum (Pesbakum).

dy Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Indikator : Perscniase pulusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

{dieksekousi).

&  Sasaran Strategis

Sasaran smategis yang telah dietapkan Pengadilan Agama Walampone
merupekan penjabaran dar ujuan dun program yang iclah ditetapkan. Penetapan
sasaran swaiegis ini diperlukan untuk memberikan folus pada penyusunan
renicana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau
operasional organisasi tap ahun.

Berikut adalah sasaren siraiegis (owicome) yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Watampone sehagai berikut :
a} Terwujudnya peradilan yang pasti, ransparan dan akumtabel.

Indikator : (1) Persentase perkara yang diselesaikan icpal waktu; (2)
Persentase perkars yang tidak mengajukan  upaya hukum
handing; (3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upays
hukum kasasi; (4) Index persepsi pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan,

b} Peninglkatan efektivitas pengelolian penyelesaian perkara.

Indikator : (1) Persentase salinan pubusan yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu; (2) Persentasc perkara yang diselesaikan melalul
mediasi.

€) Meningkatnys akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Indikator ¢ (1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; (2) Persentage
perkara yang diselesaikon i luar gedung pengadilan; (3)
Persentase pencar keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan bukum (Poesbakum,
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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Indikator : Persentase putusan perkara perdate yang difindaklanjuti
{dieksckusi).

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukin keberhasilan dari sasaran
strategis diperlukan penetapan suatu indikator kinerja yang disebut indikator
kinerja utama, Hubungan fujuan, sesaran dan indikator kinefa ubema dapat
digambarkan sebagai berikut ;
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1.1 Arah Kehijakan dan Strategi Mahkamah Agung Rl

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dietapkan
berdasarkan arah kebijukan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetaplan
setelah dilakukan evaloasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis
periode 2015-2019. Sebagai informas: keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan
percepatan penyelesaian perkara, penyelesuian perkary secara sederhana, murah dan
biaya ringan, pos banfuan hukum, resiorative justice dan sistem peradilan pidana
terpadue schagal berikui:

« Penvelesaiun Perkara

Mahkamah Agung memegang peranin Yang sangat penting dalam mewujudkan
kepastian hukum di tengah-tengah masyarzkat, keherlangsungan susty negara kan
sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastiaon hukum, terwujudnya kepastian
hukum menjedi rugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tinghkatan
peradilan, yaitu penyelcsaian perkard pada Pengdilan Tingkat Pertama, Pengadilan
Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkarn yang harus diselesaikan
terdiri dari sisa perkara tabun scbelummya dan perkars yang diterima para tahun
berjatan. Beban perkara yang hars diselesaikan Pengadilan Megeri se-Indonesia dari
tahun 2015-2019 adalah schanyak 23.860.84% perkar, lerdiri dari perkarn yang
diterima pada tabun berjalan sehanyak 33,826.720 perkara ditambah sisa perkara
tahun sebelumnya sebanyak 34.119 perkara. Perkara yang disclesnikan sebanyak
21,799 468 perkara atau 99,74 %, schinggs terdapat sisa perkara sebanyak 61381
perkars atau ,3%.

Beban perkara yung harus disclesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dan
fahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dani perkara yang
diterima pada tahun berjalan schanyak 2.660.388 perkara ditamsbah sisa perkara
fmhun sebelummys sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diseleraikan sebanyak
2.630.734 perkura atau 96,05 %4, sehingga terdapat sisa perkara scbanyak 108.216
perkara atau 4 %5,
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Reban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Megara se-
Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdin dan perkara
yang diterima pada tahun berjalan sehanyak 10,996 perkara ditambah sisa perkara
tahun sebelumnya sebanyak 350 perkar. Perkara yang diselesaikan sebanyak |1.077
perkara atan 95.94 %, schingpa terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkam atau
4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dan
tahun 2015-2019 adalzh sebanyak 15,083 periara, terdin dari perkara yang diterima
pada tahun berjalan sebamyak [4.739 perkara ditambah sisa perkara tahun
sebelumnya sebanyak 324 perkarn. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393
perkara ataw 9543 O, schinggs terdapal sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau
4,6%,

Beban perkara yang hams disclesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dan
tahun 2015-2019 adalsh sebanyak 73.32% perkara, terdiri dan perkara yang diterima
peda tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara diatambah sisa perkars  tahun
schelumnya sebanyak 2,042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebamyak 68927
perkara atau 94 %o, schingga terdapat sisa perkara scbesar 4.401 perkara atan 6 %,
dari penyelesatan perkara tersebut.

Reban perkara yang harus diselesaikon Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia
dari tahun 2015-2019 adalah schanyak 12.013 perkar, terdiri dari perkara yang
diterima pada tahun berjalan sehanyak 11,360 perkara diatambah sisa perkara tabun
schelumnya sebanyak 155 perkara, Perkara yang diselesnikan scbanyak 11.000
perkara atau 91,55 %, schingga terdapat sisa perkara scbesar 1.015 perkara atau B,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Megara
se-Indonesia dari tahun 2015-201% adalah sebanyak 5286 perkara, terdin dar
perkam yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara distambah sisa
perkara tahun sebelumnya sehanyak 162 perkara Perkam yang diselesaikan
sebanyak 5,106 perkara awu 96,39 %%, schingga terdapat sisa perkara sebesar 180
perkara atau 3,5 %

Beban perkara yang hars diselesatkan Pengadilan Tinggi Militer ge-Indomesia
dari tohun 2015-2019 adalzh scbanyak 2,199 perkara, terdin dan perkara yung
diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun
sehelumnya sebanyak 67 perkara, Perkara yang disclosaikan sebanyak 2183 perkara
atau 99,27 %, sehingga terdapal sisa perkara schesar 16 perkira atau 0.8 Ba.
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Beban perkara vang harus disclesaikan Pengadilan Militer Utama dan tahun
01%-2019 adatah sehanyak 180 perkara, terdiri dan perkara yang diterim pada tahun
berjalen sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnys sehanyak 1
perkara. Perkara yang diselesaikan schanyak 15U perkars atau 82,87 %, sehmgga
terdapal sisa perkars sebesar 31 perkara atau L7 %,

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun  2015-2019 adalah
sejumlzh 93 663 perkara terdiri dari perkara yung diterima tahun berjalan sebanyak
#0.637 ditamhah sisa perkara tabun schelumnya scbanyak 13.026 perkara. Perkara
yang berhasil diselesaikan s¢jumlah 93,446 perkara atau 99,76 %, sehingga terdapat
sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23 %

« Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewsjudkan seas  sederhana, murah dan biaya ringan,
Mahkamah Agung Rl mengeluarkan Persturan Mahkamah Agung Momor 2 Tahun
215 tensang Taia Cara Penyelesnian Gugatan Sederhana pacla tanggal 7 Agustus
2015, Penyclesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada
diantaranya, yeitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai  maneril
maksimal Rp. 200,000,000, {dua ratus juta rupish), para pihak harus berada dalam
domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 {dua
lima) hari. Jumlah perkara yang disclesaikan melalui Small Cleim Court pada
lingkungan Peradilan Umum  tahuis 2015-2019 schanyak 14.570 perkara, pada
lingkungan Peradilan Agama sebanysk 12,684 perkara.

Disamping i Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan  aplikasi
administrasi perkara berbasis onling ini merupakan implementasi Peraturan MA Mo,
% Tohun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secar
Elektronik yang mengatur mulai dan pengguns layanan sdminisimsi perkar,
pendaftaran adminisirasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan
putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biays perkara yang seluruhnya
dilakukan secara elekironik/online saat mengajukan permobonan/gugatan perkara
perdata, agama, tath usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan (untutan proses peridilan yang sederhana, cepat dan biayn
ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-
Litigasi, sehingga semua proses penyelessian perkara dapat dilakukan secar
elektronik tanpa hadimya para pibak di depan pengadilan. Aplikasi e-Litipnsi tidak
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hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan
parn pibak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab,
pembuktian, dan penyampaian puiusan sccara elektronik,

« Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung
Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimani negara menanggung
bisya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum
berhasil menyelesaikan 6,797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah
berhasil menyclesaikan #1802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Megara berhasil
menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan
terutama bagi mereka yang tidok mampu karena melalui program ini masyarakat dapat
memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis
hukum serta pembuatan dokumen hakum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian
perkara, tahun 2015-2018 unvk lingkungan Peradilan Umum berhasil memberikan
jurnlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 Perudilan Umum
herhasil memberikan #0066 jam layanan [N lingkungan Peradilan Agama dan
Mahkarmah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan
Peradilan Tata Usaha Negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, baik di dalam maupun di luar
negeri jumlahnya cenderung meningkat dani thun ke tabun Uniuk lingkungan
Peradilan Umum jumlah perkara yang diselesaikan melalu sidang di lunr pengadilan
dari tahun 2015-2019 sebanyak 83,419 perkara. Sedangkan di lingkungan Peradilan
Agama sebanyak 256,348 perkara dan Peradilan Militer sebanyak 1,000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bogi Warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal i luar negeri jugs ditakukan pada yurisdiksi KJR], Secara rutin,
Pengadilan Agama Jakarta Pusal menyelenggarakan sidang di luar negen sejak tahun
9051 1. Pelaksanagn sidang di luar pegeri terselenggard atas kerjasama Mahkamah
Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK
EMA Nomor 0B4EMASSKN 2011,

Adapun jenia perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penctapan) nikah
dalam rangks memperoleh identitas huloum. Darn tahun 2015-2019, total keselerahan
perkara yang disidangion di huar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanin Sidang
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Terpadu dilakukan Mahksmah Agung sebagal respon atas tuntulan masyarakil
terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyal slau kesulitan untuk
mendapatkan  akte  kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu  dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama / Mahkamah Syarivah uniuk perkars pengesahan pericawinan dan
ichat niksh selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokssi dengan jumlah
perkara 27,785 perkara berhasil diselesaikan,

o Restoratif Justice

Sistern Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk
pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan lemang
hukum pidans dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun
pernulihan keadaan setclah peristiwa, pada saat ini restorafive justice pada umuamanya
menyangkut perkara pidana anak, dimana menempatkan anok pelaku kejahatan
gehagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (FERMA) Nomor 4
Takun 2014 tertang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistern Peradilan Pidana
Anak,

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan
ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam
sistem dan pernbaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping it juga, PERMA ini
memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hukim dalam
penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukuin acars
khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digamborkan schagal suan sistemn dimana
fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untok mencapai
penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme
musyawarah mufakat merepakan wujud nyats dalam memperkuat hukum yang hidup
dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratil adalzh
penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarikat, dialog, rasa
memaafkan, tanggungjawab dan mermbuat perubahan, yang semuanys ftu muerupakan
pedoman bagi proses restorasi dalam perspektil keadilan resworatif, Saat ind selurubh
pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk
merespon dan mendukung implementasi ULl Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.
Tidak ada piliban lain, semua pihak hares konsentrasi dan  serius  dalam
mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana uniuk mendukung Sistem Peradilan
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Pidana Anak terotama Fasilitator, Hakim Peradilan Anok dan Pengadilan sebagai
benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

= Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistern Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung
diawali dengan pertukaran data perkara pidana antars Kepanitersan dengan Lembaga
Pemasyarakaton, Pertukaran data  tersebut meliputi  pemberitahuan  adanya
permohonan kasasi dan peneclapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung,
Selama ini pemberiiahuan terssbut dilakukan melalui faximile, namun dengan
disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan
melatu aplikasi pertukaran data

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan
disepakatinya Nota Kescpahaman pelaksanazn Sistem Peradilan Pidana yung Terpadu
antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang
Polhukkam; Polri; Kemenkominfo, Kementenan Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Megars (Lemsaneg); dan Badan
Perencenaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dulam  pelaksansannya
diginergikan dengan aplikasi MANTRA {Manajemen  Integrasi/Informasi  dan
Perukoran Data).

Sesusi dengan arah pembangunan bidang bulum yang teruang dalam RPJMN
ishuen 2020-2024 tersebut di atus sena dalam rangka mewujudian visi Terwajudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maks Mahkamah Agung menctapkan
sagaran strategis sehagai benkul
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akumtabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkaru.
3, Meningkatnya akses peradilan bagi masyaraknt miskin dan terpinggirkan,
4. Meninghkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengen sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan
sebagai berikut :
* Penguatan penyelesaian perkom lepat waktu,
= Pembatasan perkam kasast,
= Proses berperkara yang sederhana dan s,
= Pengustan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum},
« Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum,
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»  Penyempurnagn penerupan sistem kamar,

s Peningkatan penyelesaian perkara pidans dengan keadilan restorative,

®  Hak uji materiil,

* Penguatan lembaga eksekusi,

= Keberlanjutan e-Court,

» SPPTTI,

= Peningkstan pelaksanzan pembinagn bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan,

= Peningkatan hasil penelitian dsn Sumber Daya Maonusia Mahkamah Agung
yang berloalitas,

= Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja apart peradilan secara optimal,

= Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1} Penguatan penyelesaiun perkars tepat waktu

hahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangks wakiu penyelesaian
perkara, baik pada tingkst Kasasi dan Peninjasan Kembali maupun penyclesaiin
perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, Regulasi
penyelesaian perkara uniuk Pengadilon Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat
Banding tertuang dalam Surst Edaran Mahkamash Agung RI Nemor 2 Tabun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Ernpat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Pertama paling larma dalom jangka waktu 5 bulan, sedang
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalom jangka
wakiu 3 bulan, tenggang wakm tersebut sudah termasuk penyelesalan rminuiasi berkas
perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut, maka uniuk
Pengadilan Tingkat Pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5
bulan, maka majelis bakim hasrus melpporkan kepada Ketua Pengadilan Tinghkat
Pertama diternskon kepada Kewa Pengadilan Tingkat Banding, sedang uniuk
penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Banding apabila melebihl lenggang wiklu
% hulan, maks majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkit
Honding dan diteruskan kepads Kewma Mahkamah Agung. Sementara rogulasi
penyelesaian perkara unk tingkat Kasasi dun Peninjauan Kembali tertuang dalam
Surat Kepotsan Keta Mabkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XIVI014
tentang jangka wukiy penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengalur
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penanganan perkarn kasasi dan penimjauan kembali pada Mahkamah Agung harus
diselesaiken dalam jangka wakm 250 han terhitung miulai penerimaan berkas perkara
hinggs pengiriman kembali berkas perkars ke pengadilan pengaju. Agar surat
keputusan tersebut dalam berjalun dengan efektil dan cfisicn, maka harus didulkung
dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologh mformasi
perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolnan dana dan informasi
jangka wakiu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mabkamah Ageng
gecara berkala, Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian  perkara
Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secar
rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membaat
terobossn untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu
agar dapat diselesaikan melalul small claim court schagaimana tersebut dalam
Peramran Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan
proses penyelesaian cepat. Small claim cowrt mt dalam rengka menyongsong cra
perdagangan bebas ASEAN 2013 yang diprediksi akan banyak menimbulian
sengketa perkama-perkara niagabisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.
Dengan small claim court akan dapat mempercepat proges penyelesaian perkara
sesuai asas peradilan sederhana, cepal, biaya nngan. Selama i magyarakal
pencari keadilan masih mengeluhkan lamanys proses berperkara di pengadilan,
dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, maka keluhan akan
lamaniya proses penyelesuian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan
negars demokrasi modemn dan meningkatkan pelayanan terbaik bags masyarakat
pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui smiall claimi oo,
perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp, 200 juta tidak perlu diajukan
banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan
fingkat terakhir, proses pembuktiannyd sederhana dengan hakim tunggal. Jangka
waktu penyelesaian perkara ini tidak lebib dari 23 hari sudah diputuskan.

Gelain ity, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim
cowrf yakni perkara yang penyelesaian scoghetanya dilakukan melalei pengadilan
khusus dan perkara senghketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process,
dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwening menilai dan  menentulkan
apakah perkara fersebut masuk kriteria gugatan  sederhana.  Apabila  hakim
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berpendapat perkars bukanlah gugatan sedcrhana, maka dikeluarkan penciapan
perkam tidak berlanjot.

Terkait putusan akhir small claim cowrt, para pihak dapat mengajukan
keberstan paling lambat twjuh hari setelsh putusan  divcapkan atau setelah
pemberitshuan putusan, Keberatan ini diputus majelis hakim sebagal putusan akhir,
schingga tiduk tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kemhali.
Seiring dengan perkembangan zuman, banyak pihak yang mengpjukan usulan kepada
Mahkamah Apung agar besaran gugutan maksimal yang dapat diselesaikan melalui
small claim court dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan
sehesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi S00,000.000. Mahkamah Agung
telah mengakomodir masukan dari masyarakal tersebut dengan membentuk kelompok
kerja untuk melakukan kajian terhadap small claim cowrt untuk dapat dilakukan
penycsuaian batasan nilai gugatan,

2} Pembatasan Perkara Kasasi

Kasesi merupakan salah satu upaya hukum biass yang dapat diminta oleh salah
samu atsu kedua belah pihak yang berperkara terhadap sualu putusan Pengadilan
Tingpi. Paru pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan 151 puiusan
Pengadilan Tinggi kepada Mahkamih Agung,

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada
pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama,
qehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap pususan pengadilan dibawahnya
diterima oleh Mahkamah Agung, maka berani putusan tersebut dibatalkan oleh
Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalohan dalam  pencrapan
hulounnmyn,

Pemeriksasn kasasi hanya meliputi sclurub putusan bakim yong engenai
hukui, jadi tidak dilakukan pemeriksoan ulang mengenal duduk perkaranya sehingga
pemeriksaazsn tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap schagai pemertksaan tingkat
ketiga

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mabkamah Agung 80 % perkara masak di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan %0 % berasal dari
Peradilan Umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan
permisalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini discbabken oleh
ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan, baik di tingkal pertama
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maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upayas hukum kasasi
dan penetapan majelis yang bersiful acak belum sesum dengan  keahlian
mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlianflatar belakang.

Mahkamah Agung dalam upsya memenuhi muntutan  masyarakat akan
terwujudnya kepastian hubum  melakukan siratcgl kebijakan penguatan kualitas
putusan perkara pada tingkat periama dan tingkat banding melalul peningkatan
sumber dayn sparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukom serta Pendidikan. Pusdikiat Mahlamah Agung setiap tahun  selalu
mengembangkan modul pelatiban dalam proses belajar guns meningkatkan, baik
secarn kuantitas mawpun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur, khususnya di
bidang teknis peradilan, unsur pengajar dicar orang-oring yang kapabel di bidang
teknis peradilan dun setiap sclesai mengikuti pendikan dan pelatiban para peserta
dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing mAsing.
Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan petatihan, guna
pemeraiaan peseria pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga mencrapkan
strategi bimbingan teknis tersebar yang ditermpatkan pada pengadilan tingkat banding
dengan ditkuti oleh aparstur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat periama
mEsHNg-Masing

Dengan adanya aparaiur pengadilan yang herkualitas maka kepercayaan dun
tingkat penerimaan putusan masyarakal atas putusan pengadilan akan menjadi tingg
sehingga diharapkan akan mengurangt ketidakpuasan atas puiusan  pengadilan
haik melalsi upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhans, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhand, cepat dant berbiaya ringan adalah salah satu
prinsip dalam sistemn hukum Indonesia. Namun meskipen berbagai peraturan hukum
telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementas dengan
baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka wakiu yang telah ditentukan oleh
Mahkamah Agung sering kali tidak hisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai
Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa wakiu penyelesaian perkara akan memakan
wiktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu
Faktor mengapa penyelesaian perkara begim lambat. Maka dari itu, periu diselesaikan
terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu
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konsep yang banyak dibicarakan uniuk mengurongi mmpukan perkara tersebut

Penelitian ini jupa menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara

lain:

a. Perkars perdata (perkara gugatan kecil),

b. Perkara pidana (perkara pidans ringan seperti perkars dengan ancaman hukuman |
atun 3 tahun penjara dan termasuk juga denda),

¢. Hukum perkawinan (perkara perceraian),

d. Perkara Hubungan Industirial.

Dengan aturan pembatasan perkars, maka banyak perkara akan selesai di tingkat
banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi kebib pendek,
dan hinya berperkara otomatis menjadi lebih murab. Jika semua ini bisa diterapkan,
maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi,

Seperti yang telah dijelaskan sehelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi
yang menggunakan metode win-wix solution dan memakan wakiu tidak lebih dan 2
bulan tidak lebih dar 20 % schingga belum efektif schingga belum secara efektif
meningkatkan produktifitas penyclesaian perkars, Hal ini disebabkan mekanisme
prosedur medinsi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan
secars maksimal di pengadilan, belum semua hokim memperoleh pelatihan tentang
medinsi sehingga pemahaman mercka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim
terbatas, sehingga mercka lebih fokus pada penyelesaian perkara secars ligitasi.
Diharapksn kedepan bisa dilakukan penajaman metode reknimen calon peserta
pelatthan mediasi, meningkatian sogialisnsi manfast mediasi dan penguatan kerja
sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang
meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja,
terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia
useha diperhukan terobosan hukum écara untuk menyederhanakan dan meringankan
biayanya (small claim courf). Diharapkan kedepan hal in bisa diupayakan dengan
perubahan/revisi RUL! Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorchkan scjarah dengan merilis
aplikesi e-Court yang mengatur mulsi dari pengguad layanan administragi perkar,
pendaftaran adminiswasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan
puiusan, dan tata kelola administrasi, pernbayaran biaya perkara yang seluruhnya
dilakukan gecara elektronik / online sast mengajukan permohonan/gugatan perkarl
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perdata, perdata agama, tata usaha negar yang berlaku di masing-masing lingkungan
peradilan.

Dengan aplikasi e-Cowr? i dapat memperlancar proses administrasi dan
pelayanan peradilan bagi pencan keadilan, sclama ind untuk mendaftarkan perkara
setiap pemohon/penggugat atan diwakili advekat harus datang ke pengadilan, dengan
adanya aplikasi e¢-Cowrs, maka penggund terdaftar dapat mendafiarkan perkara
pugatan secarn elektronik dari kantor atay rumah fe-filling) schingga tercipta asas
cepat dan biaya ringan, Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin
ringkas karena terhubung denggan sistem e-paymenl yong pembayamn ditujukan ke
rekening pengadilan pada bank melalhui saluran permnbayaran elektronik yang tersedia,

Tak harya itu, peranggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa
dikenakan biaya. sebab, sislem pemanggilan para pihak yang berperkarn bisa
dilakukan langsung ke alamat domisili clektronik termasuk meniadakan kebutuhan
prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.
Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetuyui dilakukan panggilan
gecary elektronik uniuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam
masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendafiaran perkara perdata secara online ini
sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan funiutan proscs perdilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan, Mahkamah Agung kin mengembangkan aplikasi e-Cowrt ni dengan fiur e
Litigasi, schingga semua proscs penyelesuian perkars dapat dilakukan sccars
elektronik tanpa hadimya para pihak di depan pengadilan.

Aplikasi e-Litigasi, migrasi dari sistem manual ke sistern elektronik tidak hanya
dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan.
Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran
panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen
fawah-menjawab, pembukiian, dan penyampaian putusan secam elektronik. Aplikasi
s-Litigayi selain memperiuas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-Lingasi
juga membuka lebar prakick peradilan elekironik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar
meringankan beban biaya perkara uniuk masyarakat miskin dan terpinggirkan seria
memberikan kemudahan skses fisik kepada pencari keadilan.
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Implementasi kemudzhan akses bag masyarakat miskin dan terpinggirkan
dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melahy kegiatan pembebasan biaya
perkara, pelaksanaun sidang di luar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos
layanan bantuan hulkum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu
dengan menunjukkan implementasinya sngat mudah, untuk mengetahui dikabulkan
tidaknya para pithak unwk berperkara secars cuma-cuma harus melalui putusan sels
pengadilan, maka sekarang implementasinys sangat mudah, para pihak pada saat
mengajukan perkara cukup melanpirkan Surmt Keterangan Tidak Mampa, Kart
Keluarga Miskin atas Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Diketahu
Carnat.

Impementasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan diperunfukkan bag
masyarakal yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan
jauhnya jarak tempuh mesyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanys
kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Apgama dan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakal yang belum
mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masaleh pada pernikahan orang
tuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orang fuanya.

Pos layanan banfuan hukum mercpakan suatu layanan yang dilukukan oleh
pengadilan untuk kemudshan akses bagi masyarakat yang Gdak mampa untuk
mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatast untuk memberikan
jasa kensulasi bagi masyarakat yang tidak mampa atau masyarakat yang tidak faham
akan hukum. Layanan bantuzn hukum ini sangst membantu dan mempermudah
masyarakat pencari keadilan uniuk memperoleh kepastian hukum yang berkendilan.
Layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pads layanan non litigasi berupa
advis pisu konsultasi terkait dengan tata carg berperkara di pengadilan. Bantuan
huilewrn ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan
hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah
kewenangan Kementerian Hokum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesuian perkara permohonan identitas hukum
Identitas hukum merupakan hak bagi setisp wama negara, konsekuensi

Indonesia sebagal negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan

adanyn kepastian hukum bagi warga ncgara, Salzh satu kepastian hukum adalah
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adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran. Hal ini sangat penting
dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait
status anak tersebut,

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran, maka jermasuk salah satu syarat
uniuk memperaleh akte kelahiran adalah adanya akic nikah kedua orangtuanya Guna
memudahkan masyarakat mempunyai akie nikah, maka harus dilakukan pendaftaran
permohonan perkara ishat nikah, karena bisa membaniu masyarakat dapat melakukan
pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun
kelahiran bahwa pernikaban yang fidak terdaftar secara resmi, mike ketika
mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan
untuk membit akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian
hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi
yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang fidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingmn
diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan
Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
dapat mengeluarkan buku nikeh, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianys
bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang puling wa. Dia juga
menyebutkan babwa di antara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-
tuhun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cuca,

Dengan kondisi ini, maka kewajiban Pemerintah untuk membatitu masyarakat
dalam memenuhi hak-halkmya unk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau
tidak ada buku nikah, maka akan sul® menerbitkon akia kelohimn ansk don
administrasi lainnya vang memeriukan buku nikah, makanya ini sangat penting
sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sehagai kesempatan untuk
memiliki  kepastion  identitas  hukum  dan mewujudkan  tertib  administrasi
kependudukan, Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang ishal
nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencar identiias hulum/ pencatatan
perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk
membantu magyarakal dalam memenub hak-haknyn uniuk memiliki dokumen
kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikith maka akan sulit menerbitkan akta
kelahiran anak dan administrasi lsinnya yang memerlukan bula nikah sebaga
identitas hukum / pencatatan perkawinin maupun kelahiran.
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6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar sccars konsisten, maka diharaplkan ;
Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalum mengadili perkara,
Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,

Menpgurangi disparilas putusar,

Memuodahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamsh Agung tidak drdasani pada
pengelempokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan
jenis perkirm, yaitu:

s Kamar Pidana
* Kamar Perdata
® Kamar Aguma
o Kamar Militer

o  Kamar Tata Usaba Negar

7} Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengun keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan
pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bag masyarakat, Keadilan
restoratif merupakan sebush pendekatan untuk  membuit pemindahan  dan
pelembagaan menjadi sesual dengan keadilan, bahwa memang keadilan iu hars
ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
memiliki arti penting dalam salah satu upays membangun peradaban hangsa yang
tingm dan bermanabat Keadilan restosatif dapat diartikan schagsi pemulihan
keadilan bagi korban dan pelaku tndak pidana. Pengertian ini berkembang setelah
dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, schingga pengeriiannya menjadi proses
penyzlesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan
atas kerugian korban dan atau masyarakit sebagni akibat perbuatan pelaku, Dalam
proses penyeiesaian ini melibatkan korban dan pelaku secors langsung dan aktif.

Saal ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara undak pidana
anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidans, sesuai dengan pasal &, mempuiyal tujuan untuk mencapai
perdargian aniara korban dan anak, menyelesatkan perkara anak di luar proses
pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkon
rasa tanggung jawab kepadn anak.
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Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi alau
ganti rugi terbadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas,
Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaka, Pemulihan
Fubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku,
Pihak korban dapat menyampaikan mengendi kerugian yang dideritanya dan pelaku
pun diberi kesempatan untuk menchusnys, melalui mekanisme ganti g,
perdamaian, kega sosial, maupun kesepakatan-kescpakatan lainnya, Karena proses
pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam
hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi akuif dalam penyelesaian masalah
mereka,

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang
adil dan mendorong para pihak untuk tkut serta didalamaya. Memberdayakan korban,
dimana pelaku didorong  agar memperbatikan  pemulihan.  Keadilan restoratif
mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial  sang
korban, Keherhasilan keadilan restoratif, dinkur oleh sebesar apa kerugian Yang
telah dipulibkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatubkan hakim.
Intinya, sedapat mungkin peluku dikeluarkan dan proses pidana dan dan penjara.
Munculnya sebush ide restorative fustice sebagal kritk atas penerapan sistem
peradilan pidana dengan pemenjarsan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan
konflik sosial Penyebabnya, pihak yang terbibat dalam konflik tersebut tidak
dilibatkan dalam penyelesaian konflic Korban tetap saja menjadi korban, pelaku
vang dipenjara juga memunculkan perscalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol darl resioratéve Jjustice, kejahatan ditempatkan sebagai
gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sckadar pelangparan hukum
pidana. Kejahaman dipandang scbagai tindakan yang merugikan orang dan merusak
hubungan sosinl, Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan
sebagai masalah negara. Hanya pegara yang berhak menghulum, meskipun
sebenamya kemunitas adat bisa saja memberikian sanksi. Sigtem pemenjaraan sebagai
pelampizsan kebencian masyarakal ying diterima dan dijalankan negara. Pendekatan
Leadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat
plang, Konsep peradilan  dengan pendekotan  keadilan  restoratifl  ketika akan
diimpelementasikan di Indonesin butuh kesippan badan atau instansi schagai
perangkat pelaksananya yang menjolankanmys termasuk perspekaif SDM Mahkarmsh
Agurig
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Pendekatan keadilan restoratil dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana
adamyn proses wpayn perdamainn antara kedun belah pihak antara pelaku dengan
korban, Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkar
memiliki keunikan, maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan
keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini, maka akan mengurang|
beban kerja lembaga pemassyarakatan dalam melakukan tugas permbinaan pada para
terpidani.

Dalam rangks efektifitas pelaksanaon resforafive justice, Mahkamah Agung
akan melokukan kajian dan diskusi dengan pihak pihak berkepantingan seperti
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencarl satu
kesepahaman agar implementasi restorafive Justice ini dapat berjalan dengan optimal.
Reformulasi asas keadilan restoratil dalam  hukum pidana di Indonesia perlu
dilakukan, khususnya terhadap Buku | KUHP scbagai aturan umu penegakan hukum
pidana, pengertian asas restorafive fustice dalam hukum pidana materiil di Indonesia
dalam RUU KUHP perlu untk dilakukan di masa yang wkan datang, disamping i
Mahkamah Agung juga memandang perlu dikbat terpadu antar aparat penegak hukum
terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative jusiice.

Reformulasi asas restorative fustice dalam hukum pidana di Indonesia di masa
mendatang menunjukkan sejumlah indikator e arih suaty peradilan pidana yang akan
mengedepankan kKescimbangan kcpentingan negara, masyarakal, dan korban. Hal
ini sebagai model yang mencerminkan nilgi-nilai ideologi dan miai sesiokulural
masyarakat Indonesia yang hercirikan serasi, selaras, dan kescimbangan, sehingga
perlu dilakukan penambahan pengaturmn terhadap beberapa hal. Salah satunya batas
penerapan asis keadilan restoratif tidak hanys terbatas pada tindakan pidana mingan,
tetapi jugn diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batagan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan
terhadap tindak pidana yvang sangat membahayakan atau merugikan masyarakal,
perckonomian negara, pengaturan kesepukatan perdamaian secara tertulis sebagai
bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses schinggs dapat diranuskan menjadi
dasar hukum gugemya Kewenangan tunfutan penuntul ummim. Hal-hal yung harnus
disepakati antara Mahkansah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan
Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskres di tingkat
penyidikan dan penuniutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses
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penegakan hukum pidana  dapa dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh
Kepolisian dan atsu Kejaksaan pada thap pra persidangan,

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tehap persidangan, majelis hakim
berdasarkan kewenanganmys dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila
terjadi perdamatan, maka hal ersebut dijadikan perimbangan dalam hubungannya
terhadap ide pengaturan pengumpunan oleh hakim, pada tahap peloksanaan pidana,
asas kewsdilan restoratif dapast diwujodkan dengan pengaturan penerapan syaral
mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan
pelaku.

#) Hak Uji Materiil
Isiilsh Judiciel Review & Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji

Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung uniuk menila mater: muatan Peraturan

perUndang- Undangan di bwwsh Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-

Undangan tingkat lebih tingg. (Pasal 1 Ayat {1} PERMA No. 172011 tentang Hak Uji

Materiil. Kewenangan fudicial review pada Mahkamah Agung beraenang menguji

peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 372009 tentang Perubahan Kedua Atas UL No. 14/1985

tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di

bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon

atzu kussanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia

a Permohonan Uji Materiil dalam PERMA No. | Tahun 2011 disebut dengan istilah
Permohonan Keberatan,

b. Permobonan  Keberatan adalah suatu  permohonan yang berisi  keberatan
terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan  yang  diduga
bertentangan dengin suatu peraturan perlindang-Undangan tinghkat lebih nnggi
yang disjukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (Z) UU No. 3/2009, permohonan schagaintana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan olch pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh
berlakunya peraturan perlndang-Undangan di bawah Undang-Undang, yaitu :

a Perorangan warga negara Indonesia,
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b. Kesatuan masyarakat hukum sdat scpanjang masih hidup dan sesual dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dintur datam Undang-Undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Para Pihak dalam PERMA No. | Tahun 2011 disebut dengan Pemolon

Keberatan,

4. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangin.

b, Termohon adslan Badan atas Pejabat Tatn Usaha Negara yung mengeluarkan
peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus
maemuat ;

o Mama dan alamat pemahon,

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan
dengan jelas hahwa :

13 Materi muatan ayat, pusal, dan/atau bagiin peraturan perUndang-Undangan di
bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengun peraturan perUndang-
Undangan yang kebih tinggr; dan‘atau

2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang
bertaku; dan

¢, Hal-hal yang diminta uniuk diputus.

1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung
ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negen yang membewahi
wilayah tempat Pemohon,

2} Permohonan Keberatan dibvat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan
gecara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani
oleh Pemohon atan kueasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka :

a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat
kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemahon Keberatan atau Kuasanya
yang sah,

b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinun permohonan tersebul
kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya,

¢, Termohon wajib mengirimkan atau menycrabkasn jawabannya kepada Panitera
Mahkamah Agung dalam wakwi 14 hari sejak ditenma salinan permohonan
bersebut,
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Sesuai dengan pasal 31A Ayai (4-10) UL No. G

a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch
Mahkamah Apgung paling lama |4 (cmpat belas) hari ke terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan,

b. Dalam  hal Mabkamah Agung berpendapat  bahwa pemohon  atau
permohonannya tidak memenubi syarat, amar putusan menyazkan permohonan
tidak diterima,

¢ Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar
putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 314 Avat (4-10) UL No, 32009 :

2. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar
putusan menyatakan dengan legas materl muatan ayat, pasal, dan/stau bagian dari
peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan
dengan peraturan perlindang-Undangan yang lebih tingg,

b, Putnsan  Mahkamah Apung yang mengabulkan permofionan  sebagaimani
dimaksud pada ayat (7) bars dimuat dalam Berita Negara atad Berita Dacrah
paling lama 30 (liga puluh) hari kerja tethiung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU Mo, 372009 :

a Dalam hal persturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang udak
berientangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggn dan'atau
tidakk bercntangan  dalam  pembentukannya, amar - putlisan menyatakan
permohonan ditolak,

b, Kelenigan mengenai lafla cara pengujian peraturan perUndang-Undangan i
bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian fonmnil dan
materil. Permohonan hak uji materil dilakulan dikarenakan -
» Peraturan perUndang-Undangan yang digugal bertentangan dengan peraiurun yang
lehih timggl,
s Peraturan perUndang-Undangan yang digugat berientangan dengan Asns-asas
Peraturan PerlUndang-Undangan :
v Lex spesialis derogat lex generalis,
v Undang-Undang yang bersifar khusus mengesampingkan Undang-Undang
yang bersifat umum,
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¥ Lex posterior derogat legi prion.
¥ Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak beriakn apabila ada Undang-
Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
¥ Lex Superior derogat legi inferiori.
Hukum yang lebih tinggi dersjamya mengesampingkan hukum [ peraturan
yang derajainya dibawshnya.
Permasalahan yang dihadapi :

|, Pikak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuaan bukli, permohonan seadanya
sehingga menyulitkan majelis hakim dolam memeriksa perkara, termasuk dalam
hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli
gecara tertulis,

2. Termohon sering terlambat mengajulkan jawaban dan bukti,

1. Herkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus divmumkan dalam berita
negnr, dan mengenal PEnEWMUMARN tersebut menelan biaya sampai dengan
helasan juta rupiah (tergantung jumlsh kalimat/lembar putusan), sementam biaya
perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).

4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.
Sehubungan dengan kendala terschut Mahkamah Agung skan melakukan kajian
baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak wji materiil moupun terkait
dengan bisnis proses pemeriksaan hak ujl matenil.

9} Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesain perkara,
karena putusan yang telah berkekuatan hukum telap menjadi tidak ada artinya jika
pada akhimya tidak bisa dilaksanakan (nor executable). Dalam praktiknya, proses
eksckusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya
amar putusan yang kurang begitu jelas dalam mengaraikan dikium perintah yang
harus dilaksanakan, posisi ke pengadilan schagai pelaksana cksekusi yang
seringkali mengalami conflics of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim,
adanya upaya-upaya uniuk menghambat proses cksekusi dan pihak termohon
ekselusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi
panguan di lapangan, lermasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini
menjadi sandaran dalam praktik sudzh tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ni.
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Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan balvwa problematika
cksekusi dalam perkara perdata terkait dengan fakior internal dan faktor eksiernal
dengan urainn sebagai berikut ;

& Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengodian sebagai pejabat yang memimpin  pelaksanann
cksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu
didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim, Artinya bukan
tidak mungkin bahwa yang akan dieksckusi tersebut adalah putusannya sendiri,
sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dan pihak termohon
eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang MEmImpin
pelaksanann eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dicksekusi
melibatkan pihak-pihak pemerintzh atau melibatkan masyarakat bunyak.

7. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan olch Panitera dan Jurg Sita beserta
petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu
mampu untuk mengendalikan sitasi di lapangan saal proses eksekusi dilakukan
sehinggn menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dan
piliak tereksekusi. Dalam praktiknya pefugas pengadilan selalu meminta bartuan
pibak keamanan (polisi atan TNI) uniuk mengawal pelaksanaan eksekusi, namun
poda prinsipnys yang akan mencntukan berjalan atau tidaknya proses cksekusi
bersebut adalah peniters pengadilan, Pengadilan tidak memiliki personil khusus
yong memadai untuk melaksanakan cksckusi karcna pejabat-pejabat yang
disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan cksckusi di lapangan tidak
secara khusus berfugas untuk ife, arinya mercka memiliki tugas dan fungs lain
sclain dari pelaksnaan eksekusi, padahal scharusnya eksekusi menjadi tugas yang
harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan
pelaksansan cksckusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Megeri Sipil, diatar ada tiga kelompok jabatan yaitu jabstan pimpmon
tinggi, jabaten admimstrasi dan jabatan fungsional, Jabutan panitera dan juru site
pada pengadilan termasuk kategon kelompok jabatan fungsional, namun konedisi
vang ada pola kenaikan pangkamya helum menggunakan angka kredit,

& Fakior Eksternal:

I, Dalam pelaksanaan cksekusi pengadilan selalu membutubkan bantuan dari pihak
keamanan scperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua
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lembaga tersebul menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan cksekusi,
sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan punesan tersebut.,

3 Kesadaran hukum masyarakst yang masih rendah schingga hal ini juga menjadi
kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksckusi di lapangan.
Meskipun eksckusi adaluh bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada
kehendak sukarela pihak- pihak, namun kesadaran masyarakal tetap menjadi
bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selaly berkorelasi positif
dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkars perdata dapat berjalan dengan efektif
perla ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saal ini bahwa proses eksekusi
dilaksanakan di bawah kepemimpinan keiua pengadian dan sekaligns membuka
wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembagn khusus yang bermgas untuk
melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di
bawah Mahkamah Agung yang khusus berugas untuk melaksanakan eksekusi
perkara perdita.

10) Keberlanjutan e-Cowurt

Mahkamah Apung (MA) telah metuncurkan aplikasi pengadilan clektronik fe-
Cours) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan
implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 entang Pedoman
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.,

Aplikasi e-Court mengatur mulai dari pengguna layanan miministrasi perkara,
pendaftaran adminisirasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan
putusan, dan tata kelola adminisirasi, pembayaran biaya perkars yang seluruhnya
dilakukan secara clektronik/online saat mengajukan permohonangugatan perkara
perdata, perdata agama, tata usaha negarm yang berlaku di masing-masing lingkungan
perwdilan,

Dengan aplikasi e-Conrt ini dapat memnperlancar proses administrasi dan
pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama 1 untuk mendafiarkan perkara
setiap pemohon/penggugat atau diwakili advekat harus datang ke pengadilan, dengan
adanya aplikasi e-Court, makns pengguna levdafiar dapat mendaftarkan perkara
pugatan secars clekironik dari kantor atau rumah fe-filling) sehingga tercipia asas
cepat dan bizya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin
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ringkas karena terhubung dengan sistem e-paymend yang pembayaran ditujukan ke
rekening pengadilan pade bank melahn saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya ite, pemanggilan clekironik (e-summons) sangil ringkas dan tanpa
dikarenakan biaya, sebab, sistem pemangpilan para pihak yang berperkara bisa
dilakukan langsung ke alamar domisili elektronik termasuk menindokan kebutuhan
prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.
Prosedur ini hanys bisa ditempuh apabila para piliak menyetujui ditakukan panggilan
secara elektronik uniuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin tegadi dalam
masas awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendafiaran perkary perdata secar online ini
sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seirnng dengan tuniutan proses peradilun yang sederhans, cepat dan biaya
ringan, Mahkamah Agung kim mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-
Litigasi, schingga scmua proscs penyelesaian perkara dapet dilakukan secara
elektronik tanpa hadimya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen peoling dengan adanya perubaban paradigms
penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara kesehuruhan berbasis
teknolog informasi dengan dilerapkan e-Lifigas:. Aplikasi e-Liigasi migrasi dan
sistern manual ke sisiem clekironik tidak hanya dilakukan pada tatarin administrasi
perkara saja, namun dalam prakick persidangan, Sistem elektronik lidak hanya
diberlakukan dalam pendafiaran perkara, pembayaran punjur dan panggilan para
pihak, tetapi diberlakukan juga dalwm pertukaran dokumen jawab-menjawab,
pembuktian, dan penyampalan pulusan sccara elektronik. Aplikasi e-Litigasi selain
memperluas cakupan aplikasi sistem elekironik, kehadiran e-Litigasi juga membuka
lebar praktek peradilan clekironik di Indonesia. Hal ini terpambar dengan setidak-
tidakmyn dua indikator selain yang discbutkan scbelumnys.

Pertama, e-Litipasi memperluas  cakupan  subyck hukum vyang dapat
memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk pars advokat sebagai
Pengguna Terdafiar, hingga mencakup jugs pengguna lain yang meliputi Jaksa
selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah'TNI, Pold, Kejaksann RI
Direksi/Penpures atuy karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil
yang memenuhi sysmal sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfastan e-Lifigasi tidak hanya anink persidangan di tinghat
pertama, tetapi juga bisa dilakukan untek upays hukum banding, kasasi dan
peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-Lirigasi pada tinghkat
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pertama, berbugai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencani keadilan
jika menggunakan e-Litigasi, yaitu ;

2} Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak
berperkars juga tidak perlu berluma-lama antri menunggu persidangan yang
celama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih
cepat,

b} Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat
luss dan terdiri dari bentangan ribuan pulay,

¢} Jumlah layenan dukungan mansjemen eselon I layanan perkantoran, dan
layanan sarana dan prasarana menckan bizya perkara karena proses peradilan
dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemsnggilan, kehadiran di
persidangan uniuk jawab memawab, pembuktian maupun mendengirkan
pembacann puilisan,

d) Sistem elekironik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga
peradilan. Sistem e-Litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguni
layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilon, dengan MEnEUrang
kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkonalisasi cara
herinteraksi, schinggs meminimalisic kemungkinan penyimpangan etk maupun
pelanggarun hukum.

Mahkamah Agung menyatzkan bahwa kehadiran e-Litigasi meredesain prakiek
peredilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara traju.
Perubahan sistem peradilan dengan menu e-Litlgasi ini disadan membumhkan proses
dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahiya pads
tanfangan yang tidak mudah. Karena i, wntuk sementara aplikasi ini akan diterapkan
pada 13 pengadilan percontohan, yang terdin dari 6 Pengadilan Negen, 4 Pengadilan
Apara dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh
pengadilan di Indonesia suclah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan
secara onling atau e-Litipasi, pengembangun aplikasi e-Litigasi mizsth diperuniikkan
umtuk perkara perdata Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan diterapkan pida
penyelesaian perkara pidana, sehingen harus dilakukan penyessaian proses bismis
pada hukum acara pidana ke dalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata
yang dinjukan melalui e-Court dan diterspkan pemeriksaan persidangan dengan e-
Litigasi, maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung
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peluksanasn persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Cowrt mi diharapkan
ke depan semus administrasi penyclession perkara di pengadilan juga harus
dikembangkan dari manual ke elekironik, termasuk penyampain pemberitahuan
salinan putusan. Disamping itu, Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan
pengadilan elekironik il dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan
K.epailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikcast e-Court,

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secars
cepat, sederhana dan biya ringan akan segera terwujud. Mamun optimalizas
pelaksansan e-Court pada pengadilan banyak menemu kendala khususnya pada
Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumrya masyarakal mencngeh
kebawah yang fidak memahami akan teknolog infermas:.

11) SPPTTI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak
hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakalan,
memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek vang dilakukan di berbugai
negars, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi
secara elekironik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadan pentingnya
mewnjudkan SPFT. Hal ini teslihat dolam RIPMM 2015-2019, yang menjadikan SPFT
menjisdi salah satu prioritasoya,

SPPT Mahkamah Apung dengan aparst pencgak hukum Sistem Peradilan
Pidena yang Terpadu (SPPT) ativu Integrated Criminal Juslice Systcm ([CIS) SPPT
merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum
pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan
proses keterkaitan antar instansi yang herwenang manangani perkara pidana. Nota
kesepahaman pelaksansan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparst penegak
hukum telah ditandatangani pada tenggal 28 Januan 2016 yang melibatkan
Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polr, Kemenkominfo, Kementerian
Desa, Pembanpunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara
(Lemsamneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam
pelaksansannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manapemen Integrasi |
Informasi dan Perdukaran Data),

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengin 5 komponen
pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti,
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Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan, Pada tahun 2020
direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210
pengadilan dengan 22 data yang dapat dipertukarankan meliputi Penetapan Majelis
Hakim, Penunjukan Panitern Pengganti, Penctapan Hari Sidang Pertama, Penetzpan
Penalianan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan
Perpanjangan Pasal 29 (PEN,7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Pumsan
pengadilan, Akia Pemohonan Banding {AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB),
Penetapan  Penahanan  Hakim  Banding (PEM.7-21), Penctapan Perpanjangan
Penaharan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan
Penahanan Banding Pasal 20 {(PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan
Banding, Akts Permohonan Kasasi (AME), Akia Pencsbuten Kasasi (ACK),
Penetapan  Penahanan  Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangin
Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29
(PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan permukaran dota yang dapat dilakukan melalui
aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korepst, tindak pidana anak dan
tindak pidana narkotika, Pada perkara findak pidana korupsi pertukaran data yang
dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut di atas, Sedang untuk perkara tindak
pidana anak, data yang diperiukarkan meliputi Penctapan Diverai, Pemberitahuan
Musyawarah, Penctapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan
Azgesment

Guna cfektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT, maka pada tahun 2020-
024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala,
peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan
pelaksansan SPFT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan
optimal apabila fidak dilakukan rapat koordinasi secars berkala antar lembagn
penegak hukum, peninghkatan sumber daya manusia pengelols SPPT antar aparat
penegak hukum menjadi komponen sangat penting, Dircncanakan periode tahun
220-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan
iransparansi data penyelesaian perkama pidana antar aparat menegak hukum dapat
terjalin dengin baik.
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12} Peningkatan pelaksanaan pembinaan  bagi aparat lenaga teknis  di
lingkungan Peradilan
Hakim dan aparstur peradilan yang bermaung di bawah Badan Peradilan

dituntut untuk senantiass meningkatkan dan memperluas wiwasan sera keahliannya
Peningkatan  kapasitas  profesi  akan  mendorong meningkatnya  kualitas
penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat Dengan
demikian, dibarapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan
Peradilan. Salah satu carenys adalsh dengan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutihan Badan
Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain it, sistem rekrutmen
juga harus dilihat sebagai bagian ik terpisahkan dari sistem pendidikan dan
pelatiban, dalam mangks mengeloda kualitas SDM  Badan Peradilan, Hal imi
merupakan cara yang kemprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya
manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta persenil peradilan
yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah st cin dari Badan
Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Hadan
Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik
dari sepi keahlian, profesionalitas, sera mbegritas. Untuk mendapatkan SDM yang
kompeten dengan kmteria obyeklif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah
Agung ukan menpembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan
Aperatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable
Judicial Training Center (JTC)". Sisiem im akan dapat terwujud dengan usaha
perbaikan pada berbagui aspek, yaitu melipat :

a. Kelembagnan (institusional),

b, Saranma dan prasarana yang diperlukan,

¢. Sumber daya manusia,

d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan,

¢, Pemanfaatn hasil diklat,

f. Anggaran diklat,

g Penelitian dan pengembangan.

Konsep vang akan diadopsi dalsm penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kedepan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan {Continuing
Judicial Educarion atas CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatthan yang diberikan
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kepada (calon) hakim dan aparater peradilan merupekan kelanjutan dan pendidikan
formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang
teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yeng tersebar, juga dilakukan
peningkatan sumber daya melalui bimbingan icknis dan diklat di tempat kera yang
dilzkukan oleh Direkiorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal
depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan ol
diperhitungkan untuk pelaksanzan bimbingan leknis dimaksod mulai tahoen 2020-
2024. Keberpihakan anggaran uniwk penguatan pelaksansan bimbingan teknis i
harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana
Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah
Agung, meka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya
aparstur di lingkungan Mahkamah Agmmg dengan adanya bimbingan tcknis tersebar
yang dilaksunakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang
kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan
teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah
Agung uniuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, khususmys di bidang teknis
peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing-masing untuk
berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturmya masing masing, sehingga
dengan kebijuknn ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing-
masing Ditjen dan Pengadilan Tingkat Banding dalam mendukung pelaksanaan mgas
dan fungsmnya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja akan disesuaikan dengan
perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyurakat dan perkernbangan
dunia usaha. Diantaramys adalah diklat sistem peradilan pidana anak (SPPA).
Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkiri
terhadap usin dewasa. Penanganan terhadap anak terschbut bersifal khusus karena itu
diatur pula dalam perawran tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan
perkara anak tenunya mungkin masih ada schuhagian kalangan masyarakal yang
helum mengerti atay paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian
hermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa
penanganzn terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan
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perlakuan istimewa dan ada jugs yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal
tidak sejauh itu, hanys saja proscs pensnganannya diafur secara khusus,

Sigtem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyclesuian perkara
anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan {ahap
pembimbingan setelsh menjalani proses pidana yung berdasarkan perlindungen,
keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anzk, penghargaan teshadap
anak, kelangsungan hidup dan tambuh kembang anak, proporsional, perampasan
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upuya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bauhwa terhadap anak adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, snak vang menjadi korban dan anak yang menjudi
saksi dalam tindak pidana Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak
yang telah berumur 12 tabun tetaps belum berumur 18 tahun yang diduga
melakukan tindak pidana; Amak yang menjadi korban adalah anak yang belum
berumur 15 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau
kerugian ckonomi yang disebabkan undak pidana; Anak yang menjadi saksi adalzh
anak yang belum berumur 18 {delapan belas tahun) yang dapat membenkan
keterangan guna kepentingan proses hukum miulal tinghat penyidikan, penuntutin
dan sidang pengadilan tentang suaty perkars pidana yang didengar, dililat dan atay
dialam

Dalam hal tindk pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun
dan diajukan ke sidang pengadilan setelah prak melampaui batas umur 18 thun
tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap disjukan ke sidang anak
Selanjumya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau didugs
melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil
keputusan untuk menycrahkanan kepada orang tun/wali atau mengilutsertakannya
dalam program pendidikan, pembinasn pada instansi pemermtah atau  lembaga
penyelenggaraan kesejalvternan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sogial
{Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanza
Anak jo Pasal 67 Permwran Pemerintah RI Womor 65 Tahun 2015 tentang
Pelakeanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 {dua hizlas)
tahun.
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13) Peningkatan hasil penelitian dam Sumber Days Munusia Mahkamah
Agung yang berkuoalitas

Dalam peningkatan kinerjo aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen
lunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, schingga harus dipahami secara
jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antors keterampilan (skill),
pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal aniributes), yang dapat
dilihat dan divkr dan peniaku kefa.

Untuk menunjang kebijakan tersebut di atas, maka fungsi Litbang harus
diperkuat, penguatan fungsi dibumhkan SDM yang kompeten, terutama untuk
melnkukan penclitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlsh renaga fungsional
peneliti yang menjadi tulang punggung bugi pelaksanaan fungsi Litbang perlu
diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus miengikuti perkembangan pemikiran hukum
dalam rangks mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian
dalam rangka rekrutmen tenaga  fungsional pencliti merupakan hal yang sangat
penting. Puslithang juga perlu merekrut tenags cksternal maupun dewan pakar, uniuk
lerlibat  dalam  pelaksanaan kegiatan pelaksana  fungsi Lithang. Tujuannya
meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun penghajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memetlukan dukungan sarana dan prasarana
yang memadai, yailu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan
topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnyn, semua peraturan
perUndang-Undangan, putusan-puiisan pengadilan, serta berbagai informasi yang
penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpusiakasn MA
atappun  Litbang. Namun yang lebib penting adalah kemudahan askses untuk
mendapatkan  informasi ersebut.  Untuk i, Lithang perlu didulung dengan
ketersediaan T1 untuk mengakses berbagal informas: penting yang diperlukan, serta
teknologi penyimpanan {filing) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk
penyimpanan semua hasil penelition dan pengkajian yang telah dijalankan.
Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana inl membutahkon dukungan anggaran yang
memsdai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan sccarn optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Dadan Peradilan discbutkan bahwa silah sam
kriieria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah
mampu mengelols dan membina SDM yung kompeien dengan kriteria obyektf,
sehingga tercipta hakim dan aparstur peradilan yang berintegritas dan profesional.
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Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan
din strstegi, bail pads area teknis yudisial maupun arco non-teknis yudisial, Rencana
pembentukan dan pelaksanaan sisiem kamar dengan sclurah proses tununannya
adalah pembaruan pads ares teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM
yang kompeten, berntegritas dan profesional. Arca non-leknis  yudisial (area
pendulung) juga mensyaratkan kesempurnazn pelaksanaan tugas-tagas administranf,
keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM i sendiri.
Dengan demikian, diperfukan perencanaan dan langkah-langkah pembarean yang
bersifal strategis, menyeluruh, terstrukiur, terencand dan terinicpras: dalam sai
sistem manajemen SOk,

Dalam mengoptimalkan kinefa aparstur pengadilan, maka harus dilakukan
penyusunan  profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil
kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik saft competency maupun fard
competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definis kompetensi yang minei,
serta indikator perilaku. Profil kompetensi im akian menjadi persyaratan minimal
untuk jabatan/posisi tertentu scrta akan menjadi basis dalam pengembangan desain
dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

a Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi,

b. Pelutihan dan pengembangan berbasis kompetensi Pengembangan yang
dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promesi,

¢, Pemlafan kinerja berbagis kompetensi,

d, Remunerasi berbasis kompetenst,

e. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sisiem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh
proses penilaian hakim dan aparaiur peradilan (biasa dikenal schagai asesmen
kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi scbagai kriteria/pasameter
penilmian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan
geleksi, penentuan rotasi-mulasi-promesl, penensn kebutuhan pelatihan maupun
penilaian kinerjs yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun
model kompetensi khususnya di bidang admimsirasi umum dan profil kompetensi
untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya
untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal m
termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih
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spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi
dan manyjemen yeng terdesentralisasi, maks pengelolaan SDM juga akan dilakukan
secara terdesentralisasi.

SDM herbasis kempetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan
ini sanpat memungkinkan adanys standansasi kriteria, pembakuan sistem dan
pengembangan pengetahuan sera keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di
daerah. Proses pengelolsan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingal
kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berkut adalah dukungan yang
diperiukan untuk berhasilnya implemenias: sister pengelolasn SDM  berbasis
kompetensi

a Tersedianya peraturan  perundangan  yang  mendukung kemandirian
pengelolaan SDM Badan Peradilan,
b, Adanya komitmen yang kuat dari pimpinin dan seluruh pejabat struktural

Badan Peradilan,

¢, Adanya penguatan unit kerja pengelole kepegawaian  dan  pengualan
pengelolaan SDM serta keterpaduan antara sirafepi pengorganisasian dengan
sirategi manajemen SDM,

d. Adanya keterpaduan antara  strategi pengorganisasian  dengan  stralegi
manajemen S0M,

e. Mangjemen SDM diposisikan sehagai aspek strategis dan terpadu dengan visi,
migi dan saskran organisasi,

f Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan
sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilnai
organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan sccara
optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalsh
sebagai berikut : “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi
yang kredibel dan berwibaws, yang disegani dan dihormati oleh selundh Jujaran
pengadilan  karena kompetensi  dan  infegritas personilnya, serts peran  dan
kedudukannys dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai
hal it adalah penguatan organisssi pengawisan. Hal ini merupakan konsckuensi
logis dari diterapkanniya sistem satu stap sehingga beban fungsi pengawasan yang
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diemban oleh Mahkamah Agung melonjok drastis. Selain i, dengan tmgginya
sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan apasatur Perudilan,
Badin Pengawasan (Bawas) ditunmi untuk melaksanakan [ungsinyva seciar
independen sampai batas terteniy schinggs kinefjanys mumpu meningkatkan
kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Strukiur organisusi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang
perly diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas vang masih
belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan keordinasi Badan Pengawas
yang masih belum jelas, adanya kebuluhan untuk menjamin independensi Badan
Pengawas dari segi strukmral, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah
yang perlu ditinjau ulang dan dikustkan agar mampu mendukung pelaksanpan fungsi
pengawasan secara oplimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan
kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di
bawahmya di selurub Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada
lima aspek, yaitu

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan,
. Penguatan SDM pelaksana pebgawnsun,

. Peningkatan skuntabilkitas dan kualitas lnyanan pengaduan masyarakal,
. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra
pelaksanaan fungsi pengawasan,

2

3, Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan,
4

5

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan, maka pelaksana fumgsi
pengawasan harus ditempatkan  dalam posisi dan kedudukan yang MCnJamin
terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan
haras mampu melaksanakan fungsi pengawasun secara pfektif dan efisien terhadap
seluruh hakim, aparamur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah
Agung dan badan-badan peradilun di bawahnys, Hasil dari pelaksanaan pengawasan
hares diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar
penpambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan, maka peningkatan
SDM pengawasan menjadi kemponen ulama.

Peningkatan Alumtabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bag masyarakat
sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS schingga diharapkan ada
kemudahan  untuk  menindaklanjuti semua laporan/pengaduan  yang ada  dan
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Pengadilan Tingkmt Banding schagai ujung tombak pengawasan untuk
menindaklanjuti laporan dari dacrah. Aplikasi SIWAS setiap saaf akan dilakukan
pengembangan dan penyempurnaan schingga pengaduan miasyarakat atas layanan
pengaduan. Dengan adanya kemudaban dalam melakukan pengaduan makn secara
tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan,

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai
mitra dalam pelaksanasn fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak
diternukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama
antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial schagal Lembags Pengawas
eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu
dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifites dalam melaksanakan tugas dan kewenangenonya
teloh menjalin kegjasama yang baik dengan berbagai ingtansi atau Kementerian
lembaga lain, salah satunys yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selnin melakukan
pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Penlaku Hukim, Badan Pengawasan
juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dun
kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kenjasama dengan KY antira lain ;

4 Melakukan pemeriksaan bersama atas  pengaduan masyarzkat terhadap
pelanggaran Kode Enk dan Pedoman Periluky Hakim (KEPPH), yang selama
ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) schmgga
adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan terscbut,

b. Membangun sarana IT untuk teriniegrasinya sctiap pengaduan yang sama yang
ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, schingga fidak terjadi duplikosi
pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawaszan dengan KY,

¢ Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersima untuk
mewnjudkan peradilan bersth dalam rangks mengajak masyarakat mewaspadai
bahaya mafia persdilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran,
martabat, sern perilaku hakim,

d Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY umuk
mendukung peluksanaan pengawasan hakim, baik hakim tinghkat banding
maupen hakim ungkat pertama,

. Melakukan pertemuan rutin univk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan
masyarakat yang ftidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan
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penyimpangan yuridis baik dalam persidangan mavpun penerapan hukum
acara.

Disamping melukukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan
integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan ilas kebijakan
pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas
korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayam.  Dukungan terscbut  dengan
dikeluarkannys  surnt  keputusan  Ketwa  Mahkamah  Agung Nomor
SULMA/SK/IL2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WEBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahmya.

Pembangunan zona iniegritas merupakan salab satu longkah awal untuk
melakukon penatsan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintuhan yang baik,
efektif dan efisien, schingga dapat melayan masyarakat sccars cepal, tepad, dan
profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalashgunaan wowenang, prakick KKN, dan lemahnya pengawasan, Zona
Integritas (Z1) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemermtah yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) | Wilayah Birokmasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui
reformasi birokrasi, khususnys dalsm hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan scbutan atan predikat yang dibenikan kepada K/L
dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya moempumyan mial (komitmen) untuk
mewnjudken WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformis;
bitokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Ageng telah
meneanangkan sebagai Z1 mengusulkan salah sat umit kerjanya untuk menjadi
Wilayah Bebas dan Kompsl.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalzh predikat yang diberikan kepada
suatn unit kerja yang memenuhi sebagian besar mangjemen perubahan, penataan
tatalaksana, penntaan sistem manajemen SDM, penguatin  pengawasan, dan
penguatan abuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalsh predikat yang dibenkan kepads suatu unit ke yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penatpan
sistermn manajemen SDM, penguaan pengawasaf, pengustan akuntabilitas kinerja,
dan penguatan kualitas pelayansn publik.
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15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijukannya telah berupaya untuk
mengaplikasikan teknologi dalam pengelofaan informasi yang diperiukan imternsl
organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jusn layanan peradilan,
Mamun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingge ki masih
banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sis: lam, internal organisasi
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan
perlunys satu kebijakan sistem pengelolazn TI yang komprehensif dan terintegrast,
untuk mermpdahkan dan mempercepat proses pelaksanann tugas dan fungsi di setiap
unit kerja. Dengan demikian dapat dibarapkan wjadinya peningkatan kualitas
pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme
pertukaran informasi antar unit ataw antar institusi atau yang dalam dunia teknolog
informasi disebut “interoperabilin” yaitu kemampean orEanisesi pemeriniah unmuk
melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan
menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjung
dengan teknologi informasi yang memidai,

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilins, kredibilitus, dan
transparansi serta menjadi organisasi medern berbasis T1 terpadu adalah salah satu
penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia
yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung mergpakan sarana pendukung
untuk mencapai hal-hal berikut ini :

a Peningkatan kualitas putusan dengan penyedinan akses terhadap semua
infrmasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan,
Jurnal hukum, dan lainnya,

b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivilas
pengadilan dari luar gedung, misalnya repistrasi, permintasn fnformasi, dan
kesaksian,

c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilen, yatu dengan
menpurangi kerja manual dan menggantikannys dengan proses berbasis
komputer,

4. Pembentukan organisasi berbasis  kinerja, ywitu  dengan menggunakan

teknologi sebagai alat uniuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja,
. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju  e-
learning atau pembelajaran jarak jaub secara bertahag.

~
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Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua safuan organisasi di bawah
Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola
gecars terpusat di Mahkamah Agung, melalui suat jaringan komputer terpadu yang
tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistern informasi secara terpusat ini akan
menjamin pelaksanasn proses kera yang konsisten di scluruh lind organisasi
Mahkamah Apung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawal, serta
memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolasnnya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begilu pesat,
schingga sangal banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjann disegala
bidang termasuk mempermudah dan mempercepal proses pelaksanaan tugas dan
fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Baden
Peradilan di bawshnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan
terintegrasi, namun dalam pemanfastanmya perly ada aturan-sturan  agar dapat
tercapai sesuni dengan  kebumhan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu
perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan
batasan., Peraturan dan regulasi dalam bidang T1 di Mahkamah Agung dan Badan di
hawahnya yang sudsh dibangun dan masih dibutubkan seperic

a. Undang-Undang Nomeor : 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelols

kepemerintahan yang baik (Geod Geovermance) yang mensyurstkan adanya

akuntabilitas, transparansi dan pantisipasi masysrakai dalam sctiap proses
terjadinya kebijakan publik
b, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomer

- 144MA/I/MAS/2011  tentang Pedoman Pelayanan  Informasi  di

Pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang

efektif dan efisien serma sesuai dengen ketentuan dalam peraturan peraturan

perlindang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai
dengan tugas, fungsi dan organisasi Penpadilan, Maka ditetapkan pedoman
pelavanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Bl Nomor @ 1-144KMASK/Z011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengudilan scbaga pengganti Surat Keputusan Kewa

Mahkamah Apung RI Nomor ; 144KMAVII2007 tontang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penclusuran Perkara (SIPF) atau

Case Tracking System (CTS), Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Yersi 01
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dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA di
lingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efekiil’ dan cfisien peningkaiin
kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 areh kebijakan
yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusie Peradilan, dan (2) Penataan
pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pols
rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendals seperti pemenuban
kebatuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutubkan
dengan menemui beberapa tantangan, sepertic (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah
Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum
ada parameter penenman formasi bakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan
secara lebih objeksif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih
mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi
vang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi  hakim  di
pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakal dalam
rangka efektivitas mediasi, (3) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dasi pihak
yang berkompeten dalam menggali seria mengukur pofensi seseorang  unfuk
menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (&) Belum dilakukanmya talent scouting ke
berbagzai universitas dengan akreditas: memuaskan uniuk mendapatkan input dparatur
peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim
Agung. Sedangkan potensi yang ada uniuk mendukung arah kebijakan penataan pola
rekrutmen  Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode fransparansi
pengumuman hasil ujian yang objekiif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta
{meliputi nilai dan peringkar), (2) terdapat bagian yang khusus menangani lzporan
hasil asesmen, kompelensi SDM, rekam jejak bakim dan pegawai, peta SDM
Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan aniisipasi penempatan SDM Mahkamah
Agung RL (3) disdakannya standarisasi aturan mengenal penambahan persyaratan
menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakieristik seorang hakim (untuk
mencakup integritas, moral dan karekienstik yang kuat, kemampuan komunikasi,
memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan {4) pelibatan lembaga cksternal dalam
proses rekrutmen aparatur peradilan telzh dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial
maupun lembags lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung.
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Sehinggs strategi vang dipakai untuk arah kebijakan im adalah rekrutmen dan seleks
berhasis kompsziensi,

Terkait dengan bidang kevangan kondisi sasi ini dalam hal anggaran,
Mahkamah Apung mengalami kendala dalam pemenuban kebutehan operasional
Rirokrasi kepulusan pagu anggaran merupakan kendala ntama. Usulan perencansin
anggaran yang diajukan oleh MA melalu proses pembahasan dengan Bappenas dan
Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana
yang disjukan dalam rencana. Uniuk menjamin cfcktivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab MA sebapai lembaga penegak hukum, maka ketersediapan alokasi
dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian
Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan
Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandinian Anggaran (2) Penyusunin
Usulan Rancangan Revisi Pakel Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait
Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijukan dan strategs untuk pencapaian Visi dan Misi
Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPIMM
maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah
nagional COVID-19 melahn Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 10
Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokssi Anggaran, serta Pengadaan
Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganon Coroni Virus Disense 2019
(COVID-19) dan Surat  Edaran Menteri Keuvangan Nomor SE-6/ME_0272030
tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Keglatan dan Realokasi Anggaran
Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Discase
2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah
kebijakan dan strategi  dengan mengadakan penyesuaian-penyesusian  kegiatan
sebagai akibat dari wabah COVID-19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan schagai berikut:
. Optimalisasi layanan penerimaan  dan  penyelesaian pekara perdata
dilakukan melalui peradilan elekironik
Dengan scmakin maraknys penyebaran Coroma Firus Disease atau lebih
dikenal dengan istilsh COVID-19, pemenntah menetapkan  penanganan dan
pencegahan  penyebaran Coroma  Firus  Diseare (COVID-19), dalam rangke
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mendukung kebijakan terschut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virss Diseasc 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah
Agung dan Baden Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanys
kepastian hukum yeng berkeadilan, Mahkamah Agung memerintahkan kepada
seluruh pengadilan spar mengoptimalkan layanan peradilan unfuk perkara perdata
dengan memanfastkan aplikasi e-Cours unfuk administrasi perkara dan pelaksanain
persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court menipakan
bapian dari pengadilan elektrontk yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung
Nomor | Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik,
Dalam menjaga tetup terwujudkan kepastian hukum  dalam  perkara perdata
pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efekiil dan efisien. Olch
karcnanys dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elekaronik atau e-
Court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efekiil dan efisien
dimaksud, dengan aplikasi e-Court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik
dapat dilzkukan secara elektronik schingga biaya perkara lebih efisien, msas
penyclesaian perkara secara cepat, sederhana dan bizya ningan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian  perkara  pidana  dapat dilakukan melalui
persddangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebjukan pemerintah dalam rangka Penanganan dan
Pencepahan Penyebaran Corona Virus Discase (COVID-19), Mahkamah Agung
mendukung kebijakan pemerinizh tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran
MNomor | Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Diseasc 201% (COVID-19) di Lingkungan Mabkamah
Agung dan Badsn Peradilin yang Berada Dibawahmya. Surat edaron fersebut
mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidang militer, dan jinayal tetap
dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak
dopat  diperpanjang lagi selama masa  pencegaban penyebaran  COVID-19,
persidangan perkara pidana, piduta militer dan jinayat terhadup (grdakwa yang secara
hukum masa penahananaya masih diperpaniang dapat dilakukan penundazan sidang
dengan hakim tunggal sampai dengan berakhimya masa pencegahan penyeherin
COVID-19. Penerapan  kebijakan pemerintah  pembatasan  tatap muka tdak
menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakal pencarl keadilan,
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bila ada perkara-perkara vang tetap harus disidangkan, maks langkah kebijakannya
adalah sebapai berikui

. Penundaan persidangan dan pembatasan  pengunjung  sidang merupakan
kewenangan majelis hakim untuk menentukan,

- Majelis hakim dapal membatasi jemlah dan jarak aman antar pengunjung
sidang (zoctal distancing),

- Muajelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian subu badan seris melarang
kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun
dihadirkan di persidangan,

- Majelis hakim maupun pihak-pibuk dalam persidangan dapat menggunakan
alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan komdisi
dan gituasi persidangan,

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui
diklat online

Hahwa dengan terjadinya pandemi Corong Virus Desease 2019 (COVID-19) di
wiliyah Megara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan permyataan resmi
dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai
pandemi global, dan pemyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai
Bencana  Masional (Bencana Mon Alum). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langhksh kebijukan
penyelenggaraan  pendidikan, pelatihan  dan onentnsi  dilaksannkan  melalul
pembelajaran  jarak jauh  berbasis teknologi informasi  {e-learning) dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dmiliki
oleh Badan Litbang Diklat Kumdil sast ini berupa Studio Pembelajaran berbasis #-
fenpning.

Sebelum tefadinya pandemi COVID-19, Swdie Pembelajaran berbasis o-
learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran sccara konvensional dengin
mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama
blended learning. Seteloh tefadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklunjuti dengan
adanya Surst Edamn Ketua Mahksmash Agung BRI Nomer 1 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penycbaran Corona Virus Desease
(COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Perndilan yang berada
dibawahnya, sehinggs pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun
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di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajorun berbasis e-
learning.

Sehagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepads Surat Dircktorat Jenderal
Anggaran Nomor: $-502/AG2020 weranggal 9 April 2020 tentang Penjelasan Terkait
Biays Pendukung Rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surnl Sekretaris
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
RE) Nomor B/117/S.KU.01.00:2020 tertanggal 2 April 2020 yang di dalammya
menjelaskan mengenai honorarium narsumber, biaya paket komunikasi dan biaya
pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Lithang Diklat
Kumdil Mahkamah Apung BRI menunggu adanys regulasi kebib lamul mengenal
juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggarsan pendidikan dan pelatihan
berbasis e-learming, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklal manajemen
kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaiun roadmap pembangunan gedong kantor pengadilan baru dan
renovas Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden Momor 54 Tabun 2020 tanggal 3 April
2020 lentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megarn Tahun Anggaran 2020 dan  surat  Menteri  Keuangsn Mosior
S-302/ME_02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian
Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/lembaga
dilakukan penyesusian postur anggaran, Dalam rangka melaksanakan Peramuran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ataw Perppu Nomor | Tahun 2020 tentang
Kebijakan Kevangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangunim
Pandemi Corona Firus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka
menghadapai ancaman yang membahayskan perckonomian nasional dan siabilitas
sistern keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu
schesar  Rp.  10.597.927.977.000  lendapat penyesunian  pagu  schesar
Rp. T43.021.947.000 sehingga page tshun anggaran 2020 menjadi schesar
Rp. 9.554.906030. Penyesualan pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan
pembangunan  pengadilan  dan  renovasi gedung  kantor, belanja barang non
operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis apamiur sipil negar.
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Dengan ada penycsuaian pagu @nggaran tersebut, maka pelekasanzan
pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang
sangal signifikan yang berkisar B0% dari nilai fisik, hal ini akan berpengarub terhadap
roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunin
pedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekamisme mulli years
kontrak, sementara untak renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan mult
years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan
renovasi gedung kanter pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan
prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung
pengadilan baru dan pemenulan kekuranganan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mabkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemeriniah mengimbou masyarzkat untnk melakukan aktivitas dari
rumah, banyak orang yang menggunakan aplikas: video confersnce melahui Zoom
Meeting sehagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana
rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa
harus melatui wtap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung
akan mewajibkan seluruh saan kegja dinlokasikan anggeran untuk belanja sewa
zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan miedia
zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk
pembatasan bertatap muka, namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan
dibawah Mahkamah Agung sangat luas, Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan
peradilan di daerah akan menjadi efckiif dan cfisicn, pendampingan berbagai tugas
kedinasan akan menjedi lebibh mudah, sosialisasi berbegai kebijakan Mahkamah
Agung skan semukin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususoya yung berada di
pulau-putau yang sangat sulit untuk dijangkou secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi tcknologi informas zoom meering Nl maks
Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas ke luar
kantor, perjalanan dines akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk
peryelesaian masalah yang sifatnya sangat wigent, diharapkan belanja perjalaman
dinas dapat ditekan untuk mendulung operasional layanan peradilan, Namun dengan
pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurang pelaksannan tugas dan fungsi
Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya
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dan kapasitas aparatws, meningkatkan inlegritas aparatur peradilan serta menjogo
marwah Mahkamah Apung don baden peradilan dibawahoya,

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggl Agama Makassar
Dralam rangka mewujedkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditctapkan,
Pengadilan Tingg Agams Makassar menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagal
berikut :
a. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangat meneniukan dalam meningkatkan  sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan schinggn masgyarakal pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukwm, Kinerja sangat mempengardhi
tinggi rendahnya angka penyelesaian perkars, proses peradilan yang cepat,
sederhana, transparan dan akumtabel, Peningkatan kinena beriyjuan  umtuk
meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinera

|} Sistern karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mastasi
sesuni dengan kompetensi,

2) Pengawesan cksternal dan internal. Hal ini discbutkan untuk menjamin
begjalannya proses pencgakan hukwm yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat,

3) Menguasai Standar Operasional Pekeraan (SOT) sesuai bidangnya,

4} Disamping itu, pertu adanya dukungan sarana dan prasarapa dan teknolog
informasi yang memadai uniuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fublik
Dalam upays untuk meningkatkan kualitss pelayanan publik, diperiukan
kebijakan yang memperhatikan hal-lsal scbagai berikut :

1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak
dan kewajiban penyclenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

1) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3) Meningkatkan sarana prasarana dan tcknologi informasi untuk pelayanan
publik.
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Trensparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemernintahan
merupakan elemen penting don prinsip utama wituk mendukung lahimya sebuah
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berkaitan dengan hal i,
Pengadilan Tinggi Apama Makassar schagai ujung tombak Mahkamah Agung
K1 dalam bhal mencrima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang dijuknn
oleh para pencari keadilan (fusticiabelen), memposisikan din  scbagai
perpanjangan tangan atas “cetak bira” (blue pring) yang disusun oleh Mahkamah
Agung Rl untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai
updya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkmn timbal.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan
hukum dan peradilan  demi mengembalikan cira dan wibawa  lembaga
peradilan khuswsnya  pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya
pengkajian  sccara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak  biru
Mahkamah Apung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman
{fudicial power) khususnya bagh orang-orang yang beragama Islam dan dalam
perkara tertenlu sangat mengapresiasi dan menyambui baik langkah-langkah
konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terscbut dengan harapan
terjadinya  perubahan mendasar, baik secars strubtural maupun kultural di
lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan
peradilan agama adalah adunys penambahan kewenangan-kewenangan baru
vang tadinya hanya terbatas pada hukwm keluarga (ahwal ol spakhshivak)
saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu'amalah,
misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah, Pennmbahan kewenangan baru ini
menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agoma sccara prosfekif, tdak
hanya dalam konteks mntutan uniuk mampy menunjukkan kepada selurubh stake
holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ckomomi ayari’ah,
hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, telaps warga
peradilan agama juga diperhadapkan pads sebual harapun publik  (precblic
expectaion) negars Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan
sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan
sesuni dengan syari'ah Iskam.
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Perluasan kompetens: absolut (absolute kompetency) yang dimiliks
Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari'ah di  Aceh dan hal-hal lain
vang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah sepertl yang
diamr Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya
Manugia (SDM) warga peradilan vang mesti dilakukan sccara lerus mencrs,
terufatna para Rakim sebagai wjung tombak pemberian keadilan bag para pibak
pencar keadilan (justiabellen).

Sehagai kelanjutan program Reformasi Biokmsi Mabkamah Agung El
delam upeya meningkatkan citra Mabkamah Agung  serla seluruh lembagi
Peradilan yang sda dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormain
oleh publik, kebijakan dan sirategi Pengadilan Tingm Agoma  MMakassar
diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama i
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesamn pembangunan
gedung kantor Pengadilan Agami yang belum sesuai dengan prototife yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Agung

Di semping ity, uniek merespons amansh Undang-Undang Momer: 14
Tuhun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor:
35 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung Rl
mengeluarkan Sorat Keputusan Nomor: 1-144 Tebun 2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnian dari Surat
Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh
jujaran Lembaga Peradilan di bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang
sangal besar terhadap persoalin transparansi dan keterbukaan mformasi di
Pengadilan, Mahkamah Apung dun  lingkungan  peradilan dibawahnya
berkeyakinan bahwa wransparansi dan akuntabilitas menempali posist pentmg dan
stratepis dalam upaya membangun ciirs lembaga perudilan menuju peradilen
vung agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jowab dari Badan Peradilan
kepada selurub stake holder, baik internal maupun eksternal. Sementara
transparansi dititik beratkan pada dapat diketabuinya perumisin kebijakan dan
hasil pelaksanaan kebijakan fersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang
berkepentingan. Sedanghkan keterbukaan adalah pembenan mformasi secara
terbuka melali pemanfaatan teknologi informasi dan mediz-media lainnya
kepada seluruh stake holder publik, sehingga mercka bisa mengakses secarm
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terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan
keterbukaan informasi ini melolsi pemanfaatan teknology  informasi, diharapkan
dapat memberikan dampak positil terhadap pencitraan Lembaga Peradilan,
khususnya Penpadilan Tinggi Agama Makassar dan scluruh Pengadilan Agama
vang ada dalam wilayah hukumoye

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak
uptuk diakses oleh publik adalah : Cambaran umum pengadilan berupa:
Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di
Pengadilan, hak hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biuya yang
berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai
dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agendafjadwal sidang pengadilan,
agenda sidang pembacasn putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme
pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai,

Kehijakan dan strategis yanp luin, Pengadilan Tinggi Agama Makassar
dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran
birokrasi pencrimann perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan,
dan pengelahan / penanganan adminisirasi umum, yang salah satunya mikalui
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direkloras
Jendersl Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan
perangkat teknologi  informasi. Hal sersebut merupakan  wujud  Reformasi
Birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan e-governance.

Pemanfaatan perangkst teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya
dalem konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah
pentingnya adalah dalum mengakselarusi penyelesaian tgas-mgas pokok dan
fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar ity sendin. Dimana volume pekerjaan
cendenung semakin har semakin mengalam: peningkatan yang cukup signifikan,
khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap
urgensinya dilakukan Reformasi Birckrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan
internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama
Maknssar dan Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya.
Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun
non formal melalui pelatihan-pelaithan, begin pula pembmaan kanr seru
PEDEEMIAaN angEaran tepad sasaran.
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3.3 Kerangks Regulasi

Undang-Undang Nomor © 25 tahun 2004 tentang Sistem  Perencansan
Pembangunan Masional, sccara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi
bagian dari salah sau dokumen perencansan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2)
ineryatakzn:

“RPIM Nasional merupakan penfebaran dari visi, misi dan Program Presiden yang

penyusunannya  berpedoman  poda RPJM  Nasional, yang  memuat strafegi
pembangunan Nasional, kebijakan wnum, program kementrian / lembaga dan lintas
Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara  menyelurih
termanuk arah kebijakarn fiskal dalam rencana kerja yang berupa keranghka regulasi
dan kerangka pendanaan ™,

Seiring dengan diterbitkannya UU MNomeor @ 25 tahun 2004 tentang Sisicm
Perencanaan Pembangunan Masional tersebut di atas, dan UL Nomeor : 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, guna mendoreng pencapaian
prioritas pembangunan nasional, khususnya terwuudnya kepastian hukum, maka
diperlukan adanya swam regulasi peraturan perundang-undangan yang berkuakitas,

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPIMMN
tabun 2020-2024 adalah kesadaran don pencgakan hukum dalam berbagai aspek
keltidupan berkembang makin mantap serta profevionalinme aparatur negara di
pusat dan daerah makin mampu menaukung pembangunan mastonal.

Rencans Pembangunan Jangks Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disebut RPIMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode § (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RFIPN 2005-2025, yakni
tatun 2020 sampai dengon tahun 2024,

[halam melaksannkan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPFIM
tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian / lembaga, maka
kementerian / lembaga dimaksud harus menctapkan keranghka regulasi yang
dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagasn Kerangka
regulasi merupakan perencansan pembeniukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negar dalamn
rangka mencapai mjuan bermegara. Kerangka regulasi s diatur dalam pazal 5 huruf
¢ Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
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Pembangunen Masional Nomor : 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Hencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024,

Pertunya dimasukkan kerangkas regulasi dalam rencana sirategis tabun 2020-
2024 adalah -

4. Mengarahken proses perencanasn pembentukan rogulasi sesuai  kebutchan
pembangunan,

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangks mendukung pencapaian prioritas
permbangunan,

¢, Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperfuan pembentukan
regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggr negara  dalam
merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPIM tahun 2020 - 2024
juga harus menetapkan kerangka regulusi  Begitu pula Pengadilan Agama
Watampone sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Rl dalam hal menerima,
memeriksa dan menyelesaikan perkars yang diajukan oleh para pencari keadilan
{justiciabelen) di wilayah kabupaten Bone. Penetupan kerangka regulasi yang dibuat
Pengadilan Agama Watampone sudah barang teatu akan selalu geiring  dengan
kebijakan lembaga yang dituangkan dalam amh kebijakan dan strategi Pengadilan
Agama Watampone,

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat begulan dengan baik, maka
perlu didukung dengan regulasi yung memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi
turunan Undang-Undang dikaitkan dengan tugas den fungsi Pengadilan Agama
Watampone.
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3.4 Kernngks Kelembagaan

Pengadilan Agama Watampone Kelas [ A dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang jelas. Tugas
dan fungsi Pengadilan dilaksanakan Pimpman Pengadilan dengan dibantu
Kesekretanatan dan Kepaniteraan,

Sesua dengan Undang-Undang Momor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Momor 30 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan Organisasi
dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat diatur lebib lanjut oleh Mahkamah
Agung”. Mahkamah Agung dan Badan Peradian yang ada di bawahnya
dalam hal tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan s kerga
Kepaniteraan dan Kesekretanatan yang sebelumnya masih mengaca pada
ketentuan peraturan lama (belum ads pemisahaan Pantera dan Sekretaris),
sejok tahun 2016 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung BRI Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesckretariatan Peradilan, sehingga sudah terpisah tugas dan wewenang
antara Panitera dan Sekretans, serta mengakibatkan perubahan strukmr
organisasi dan eselonisasi pada bagian Kesckretanatan. Hal mi sesum
dengan amanai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Panitera
Pengadilan tidak merangkap Sckretans Pengadilan,

Adapun pasal vang mengatur tentang jubatan Kepaniteraan dan
Kesckretariatan pada Pengadilan Agama kelas 1| A menurul PFeraturan
Mahkamah Agung BRI Nomor 7 Tabun 2015 adalah :

a. Pasal 97 mengatur Kepaniteraan terdini dari Panitera Muda Permohonan,
Panitera Muda Gugatan dan Panilera Muda Hukum,

b. Pasal 311 mengamr Kesckretariatan terdid dar Subbagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepogawaian, Organisasi
dan Tata Laksana, serta Subbagian Umum dan Keusngan.

Adapun bagan susunan organisasi Pengadilan Agama Watampone
Eelas 1 A sebagai berikut ;

®pviu Rencana Strategis TA Watampone Takun 2020 - 2024 a
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Target kinerja uniuk setiap sasaran stralegis yang telah ditetapkan dapat dilihat
sebagai berikuf :
1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis |
Indikator Kinerja Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
a. Perscoiase perkarn perdaty agama yang O1% | D% | %1% | 929 | 91%

disebeswikan tepat waktn.
b, Persentsse perkara yang Tidak Mengnjukon Upaya | 95% | 95% | 95% | 9% | 95%

Hukum Banding.

¢ Persentose perkara yang Tidak Mengajuksn Upaya | 98% | SB%G | 9826 | 8% | DE%G
Hukurm Eaiagi.

' d. Index persepsi pencari keadilan yang puas 4] B3 &3 k] &S

terhadag layanan peradilan,

2. Peningkaian Efckirvitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis [

Indikator Kinerja Target

2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2024
#. Persentase sahisan patasan yang disampaikan ke I00%s | 100% | 100% [ 1002 | 100%5
para prhak tepat wakdiu

b, Perventase perkars yang diselesaikan melahui 3% | 2% (3% [3% | 3%
mediasi
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3. Meningkamya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Stravegis [11
Indikator Kinerja Target
: 2020 | 20FT | 022 | R2Y | M)T4

a Persentase Perkara Prodee vang diselesaiken 100% | T00% | 100% | 1009 |100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan oi luas 100% | DD0%S | 0% | [00% | D005

Gedung Pengadilan
. Persentase Pencan Keadilan CGobgan Terteniu RO | ODDRDSG | L0095 | 100 |100%

vang Mendapat Lavanan Banfusn Hukum

(Posbaloum).

4, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasatan Strategis [V
Indikstar Klnerja Turget
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Persentase Puiusan Perkara Perdata yang, 100% | 100% | 100% | 100% |100%
Diitindakbanjuti {dieksekusi).

Untuk  mewujudkan visi, misi, mjuan, sasaran strategi dan mengaco pada
program Mahakamah Agung BRI, Pengadilan Agama Waampone memiliki 2 {(dua)
program yang akan dilaksanakan yaitu
I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Tabel 4.5
Target Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Indikator Kinerja Target
by ] Kegiatun 020 | 22 | 202 | w23 | 2024
Menmngkanya | Terselenggaranya 0 35 35 35 15
kses Penyelesaian Perlcara | Perkara | Perkora | Perkarn | Perkora

peradilan bagi | Perkar di
masyarakat Linploungan
miskin dan Perdilan Agnma
terpinggitkan | melakn
pembzhbasan binyn
perkarn

Revin Rencana Strategis PA Watampone Takun 2020 - 2024 a3




Tersclenggaranya 13 17 ) 17 17

Peryelesaian Kogintan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan [Kegiatan
Perkara di
Lingkungan
Peradilan Agama
Belelalui Sidang di
Luar Gedusg
Terselenggaranya 595 el T T T
Layanan Bantuan Jam Jam Jarn Jam Jam
Hukum di layanan | layanan | layanan | laysman | layanan
Lingkungnn
Peradilan Agama
2. Program Dulungan Manajemen
Tabel 4.6
Target Kinerja Program Dukungan Mansjemen
Qasaray | Indikator Kinerja Targei
iy 020 | 2000 | 2022 | 2003 | 2024

Terwujudnya | Persentase perkar 1 1 1 1 ]
Preradilan vang diselesaikan Layanan | Layanan | Layanan | Layanan | Layanan
ynng Pasti, tepat waktu.
Transparan
dam

Akunizhel,

Uik alekasi anggaran per kepgiatan, lebih detailnya ada pada matrik kinega dan
pendanaan berikug ;

Reviu Rencane Strategis BA Watampone Tahun 2020 - 2024 o
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Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2020-2024 disusun
dengan mengacy pada Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024, Blue
Frint Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan rogdmap tahun 2020-2024, dan
arah pimpinan dalam pelaksansan perencanaan strategis, Schingga dibarapkan hasil
capatannyi dapat diukur dan digunakan scbagai acuan dalam penyusunan Rencann Kerja
Tahunan Pengadilan Agama Watampone. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini
diharepkan sudah mengantisipasi dinamika hukurm, politik dan sosial yang berkembang di
Indonesia.

Dalam Reviu Rencana Strategis fabun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang telsh
dicapai Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2018-2022, yaitu adanya keberhasilan
penyelesaian  perkara lepal wakfu, penurunan upaya  hukum pencari  keadilan,
keberhasilan pembebasan biaya perkara (prodes), keberhasilan pelaksanaan sidang di luar
gedung dan pemberian layanan Poshakum.

Gund menentukan arah  kebijakan, tujusn dan  sasaran, Pengndilan  Agama
Watampone telah menetapkan Visi “Terwnjudnya Pengadilan Agama Watampone
Yang Agung”, dan menetspkan Misi yaitu menjaga kemandirian; memberikan pelayasnan
hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencori keadilan; meningkstkan
kualitas kepemimpingn dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku
aparat; serta meningkatkan kredibilitag dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020 -2024, Pengadilan Agama Watampone
telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujednya kepercayaan masyarakat terhadap
gistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
terwijudnya penyederianaan proses penanganan perkara melalui pemanfuatan teknologi
informasi; terwujudnya peninghatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan; dan terwyjudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencan keadilan,
Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparen dan
akuntabel; peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; meningkamya
akses peradilan bagi magyarakat miskin dan terpinggirkan; serta meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengndilan,

Reviu Rencana Strategis PA Watampone Tafun 2020 - 2024 o7




Dalam rangka mewwjudknn tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka diuraikan
juga arsh strategi, regulasi vang dibutuhkan, target kincrja tahunan dan kebutuban
pendanaan,
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KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 143.a/KPA.W20-A2/SK. OT1 6/IX/2023

TENTANG

FENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGI 2020-2024

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Watampone Nomor W20-a2/
118.b/OT.01.2/SK/IX/2022 tentang Penctapan
Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022,
maka perlu dilakukan reviu Rencana Strategis
Pengadilan Agama Watampone;

. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut,

periu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis
Pengadilan Agama Watampone:

- Bahwa nama-nama yang tersebut dalam

lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas tersebut

» Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang

Eencana Pembangunan  Jangka  Panjang
Nasional 2005-2025;

. Peraturan Presiden Rl Momor 81 tahun 2010

tentang Grand Deésign Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

3. Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/OD/M.PAN/OS/2007  tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama:

- Peraturan Pemerintah Momor 8 tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur
Organisasi dan Tata Kerjag

. Peraturan  Presiden Nomor 29 Tshun 2014

tentang Sistemn Akuntabilitas Kinerja Perjanjian
Pemerintah;

. Peraturan  Menterl Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

o

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 rentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah:

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2022  tentang  Perubahan Keempat atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:

10. 8K Sekretaris MA Rl Momor :
173 /SEK/ 8K/ /2022 tentang  Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU} pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU
RENCANA TRATEGIS (RENSTRA} 2020-2024;

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran
Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu
Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan
Apama Watampone Kelas [ A

Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran
Surat Keputusan ini menyusun laporan Reviu Rencana
Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Agama
Watampone Kelas 1 A;

Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan
keputusan ini dan berakhir setelah selesal seluruh
kegiatan penyusunan Laporan Reviu Rencana Stratepis
(Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Agama Watampone
Kelas 1 A;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebapaimana
mestinyva.

Ditetapkan di: Watampone
Pada tanggal : 13 September 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

2. Arsip,



PENUNJUEAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS

.3-
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PEN

NOMOR
TANGGAL : 13 September 2023

TENTANG

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

CADILAN AGAMA WATAMPONE
: 143.a/KPA.W20-A2/8K. OT1 B 2023

(RENSTRA) 2020 - 2024

HO NAMA | NIP JABATAN SEBAGAI
1. | Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. Ketua Ketua Tim
NIP. 19671231 199303 2 108
2, | Hadrawati, 5.Ag., M.H.L Wakil Ketus Wakil Ketua
NIF. 19730131 199802 2 003 Tim
3. | Lukman Patawari, 8. H. Panitera Koordinator
NIP. 19690718 199803 1 003 Kepaniteraan
4. | Muniroh Nahdi, S.H., M.H. Sekretaris Koordinator
NIP. 19671210 199003 2 003 Kesekretariatan
2. | Ninik Hartini Mansyur, 8.H,, M.H. | Kasubbag, Sekretaris
NIF. 19810205 200001 2 005 Perencanasn,
Tekn i
Informasi, dan
Felaporan
6. | Hayad Jusa, S.Ag. Panitera Muda Anggota
NIP. 19670801 199203 1 003 Hukum
7. | Andi Suardi, S.Ag. Panitera Muda Angpola
NIP. 19731105 200112 1 00] Gugatan
8. | Bintang, S.H. Panitera Muda Anggota
NIP. 19700912 199203 1 004 Permohonan
9. | Breend Benny Dharmawan, S.E, Klerek - Penelaah | Anggota

NIF. 19000805 203203 1 004

Teknis Kebijakan

“KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR  : 143.a/KPAW20-A2 /3K OT1.6/1X/2023
TANGGAL ! 13 September 2023

STRUKTUR TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Dra. Hj. Herivah, 8.H., M.H.

Hadrawati, S Ag., M.H L.

Lukman Patawari, S.H,

Muniroh Nahdi, 5.H., M_H.,

Ninik Hartini Mansyur, S.H.,

l. Hayad Juaa, 8.4Ag.

2. Andi Suardi, 5.Ag.

3. Bintang. 5.H.

4. Breend Benny Dharmawan, S.E.

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

%




%

SK PENETAPAN
REVIU RENSTRA 2020 -2024
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HETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

REPUBLIK INDONESIA

HEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 143.b/KPA.W20-A2/SK. OT1.6/1X/2023

TENTANG

FPENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS

FADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024

Menimbang

Mengingat

HKETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19

ayal (2} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Masional;

.Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Watampone Nomaor i W20-
A2/118.b/OT.01.2/IX/2022 tentang Penetapan
Reviu [ndikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Watampone, untuk menyesuaikan indikator
kinerja, perlu dibuat Reviu Rencana Strategis

Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 -
2024,

Undang-undang (UU)] Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tehun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang [UU) Momor 30 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
MNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

. Peraturan Pemerintah Momor 8 tashun 2006

tentang Pelaporan HKeuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden (FERPRES) Nomor 9 Tahun

2005 tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Busunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Megara BEepublik Indonesia;

. Peraturan Pemerintah [PF) Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penvusunan Rencana Kerja dan
Anggaran;

sK Sekretaris MA | Momor £
173/5EK/SK /112022 Lentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

L h

SK Penctapan Revin Rencana Strategis Pengadilan
Agama Watampone MNomor i Wao-
AZ/157.af/0T.01.2/SK/XII/2021 tentang
Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Agama Watampone Tahun 2020-2024.

Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Btrategis
Pengadilan Agama Watampone tanpggal 15
September 2022 tentang Pembahasan Reviy

Rencana Strategis  (Renstra) Pengadilan Agama
Watampone

MEMUTUSKARN

KEPUTUSAN KETUA FENGADILAN AGAMA
WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA
STRATEGIS PENGADILAN  AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2020-2024:

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran
Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu
Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan
Agama Watampone Kelas I A:

Eeviu Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi
Pengadilan Agama Watampone dalam PErencansaan
kinerja tabhunan, pelaksanaan, pemantailan,
pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana
kinerja;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinga.

Ditetapkan di: Watampone
Pada tanggal : 18 Sepltember 2023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepoada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.
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PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAMPIRAN Il (KEBLJAKAN MUTU)

'~ Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif
MM 01032018 [#]1] 2012019
KEBIJAKAN MUTU

Fengadilan Agama Watampone berekad memberikan pelayanan peradilan yang mandini, professional
dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan

pencarn peradilan. Serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implamentasi
Sysiem manajemen mutu Peradilan Agama

Dalam mewujudkan kebijakan di atas, seluruh pegawai Pengadilan Agama Watampaone berkomitmen:
Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, professional dan independen.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Watampone melalui pendidikan

4
[
2

dan pelatihan

Meningkatkan ketartiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang

berbasis SMM Peradilan Agama

Watampane, 3 Januan 2024




